BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN Q02Yy

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal’ 107 ayat (3)

Peraturan Daeraly Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang nomer 132 Tabhun 2024 tentang
Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor: 318, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7069);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah
(Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881});

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Namar 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Takalar Nomor 17);
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN ‘'UMUM DAN

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BABI ‘
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati'ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Takalar.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem Negara kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945,
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Takalar.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.

Kepala Perangkat Daeralr yang selanjutnya disebut
Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Talzalar.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Takalar.

Kepaia Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibideng perpajakan dacrah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara lamgsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi | sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak: adalah erang pribadi atau badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentaan Peraturan Perunidang-
Undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
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kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
me;lipuﬁ perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan wusaha milik negara, atau
baden usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kangsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

‘massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnva, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman. |

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BFHTB adalah Pajak Perolehan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Hak Atas Fanabh dan/atauw Bangunan adatah hak atas
tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan
diatasnya sebagaimana dimeaksud dalam Undang-
Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjuinya
disingkat PBJT adatah Pajak; yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konisumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Makanan dan/atau minuman adalah makanan
dan/atau minuman yang disediakamn, dijual dan/atau
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
1ahgsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

. Tenaga Listnk adalah tenaga atau ‘energi yang

dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang
didistribusikarn untuk bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa pelayanan makanan dan
minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas
laiunya.

Jasa  Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan
den/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan
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berkaitan dengan pokok wusaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
atau penyelenggaraan semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinikmati.

. Pajak Reklame adalah pa_]ak atas penyelenggaraan

reklame.

Feklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tijuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mewmpromosikan atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah. ‘

Air tanah adalab air yang tei'dapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

_ PaJak Mineral Bukan Logam dan Batuar adalah Pajak

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di

- permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
.Mineral Bukan Logam dan Batusn yang selanjutnya

disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan

 Perundamg-Undangan dibidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
walet.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
meclaksanakan hak dan memenuhr kewajiban
perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu. '

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata - rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui- pﬂbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP
pengganti. :
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. Pemungutan adalah suatu rangkeian kegiatan mulai

dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang Wajib Pajak
digunakanuntuk melaporkan perhitungan dan/atau
pemhayaran Pajak, abjek pajak dan/atau bukan ohjek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adaiah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah. .

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan
bangunan sesuai dengan . ketentuan peraturan
Perundang-Undangan  Perpajakan Daerali dan
lampiran tidak terpisahkan dari bagian bagian SPOP.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPI) adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat " Setoran Pajak Daerah yang selanjutinya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Fajak Terutang yang selanjutnya

‘disingkat SPPT adalalr surat yang digunakaen untuk

memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang
kepada wajib pajak.

‘Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi admininstratif dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kwang DBayar
Tembahan yang selanjuinya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
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Surat ertetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumiah pokok . pajak sama besarnya

" dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang

dan tidak ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Leblh Eayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lehih hesar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surst Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
vang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan kstentuan
tertentu  dalam peraturan perundang-undangan
perpajakkan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, .atau Surat Keputusan
Keberatan. :
Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan
atas keberatan terhadap h SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusanr Banding adatah Putusan badan peraditan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Kéberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk  menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

. Penclitian Kantor adalalr penelitian yang dilakukan

di kantor tanpa peninjauan lapangan atas objek yang
diteliu.

. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan

dengan peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.

. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika

danr  sckaligts, memberitalrakan Surat Paksa,

- mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
_Inelaksanakan penyanderaan, dan menjual barang

yang telah disita.
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Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita
Pajak dan/atau  petugas penagihan kepada
Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak
dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun
pajak. - |

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat

. ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh

- Pejubat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi
--Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pyjak dan biaya Penagihan pajak.

. Jurusita Pajak damn/fatau petugas penagihan adatah
‘Pelaksana findak Penagihan Pajak yang meliputi

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan
Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.

Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

protesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak damfetau untuk tujuanr lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya
1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di
luar kemampuan manusia dan tidak dapat
dittindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana. mestinya termasuk

kendala lapangan yang tidak bisa diatasi.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Talkalar.



BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengaturan umum Pajak;

b. tata cara pemungutan Pajak;

c. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan
atau penuncdaan pembayaran atas pokok Pajak,
dan/atau sanksinya ; ‘

d. pembetulan dan pembatalan ketetapan;

pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak; dan

f. kerja sama optimalisasi pémungutan Pajak dan
pemanfaatan data. ‘

o

BAB IIT .
PENGATURAN UMUM PAJAK,

Bagian Kesatu
' Jenis Pajak

Pasal 3 .
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame; dan
c. PAT.

. , Pasal 4
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
gendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PRJT terdiri atas;
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3.Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesemtarr dan Hiburan.
Pajak MBLB; dan
. Pajak Sarang Burung Walet.

!

B o

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saa’ orang pribadi
atau Badan telah. memenuhi syarat subjektif dan
ohjektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun
waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
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atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan
Daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib . Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib
Pajak atau menjadi dasar bagi Pupati untuk
menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu
1.{satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling
lama 3'(tiga) bulan kalender.

(4) Tabun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1)

merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

| BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatw
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 6

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dalam
Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf ¢ wajib
mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada

| Bupa.tl melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:

a. SPOP dan LSPOP untuk jenis pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui
Kepala Bapenda schagaimana dmak’md datam

- . pasal 3 huruf a; dan

' b. Surat dan/atau formulir pendaftaran objek pajak
untuk jenis pajek yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
dan huruf c.
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Wajib Pajak wuntuk jenis Pajak yang 'dipungut

‘berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib
mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada

-Bupati melalui Kepala Bapenda.
.Penduftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu
NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

-Selain diberikan NPWPD scbagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
normaor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain
yang dipersarnakan untuk jenis Pajak yang
memerlukan pendaftaran objek Pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk
Kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
Badan/Perasahasn dihubumgkan dengan Nomor
Induk Berusaiha. '

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui
Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD
berdasarkaen data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

Bentuk NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakar: bagian tidal termsahkan'r dari Peraturan
bupat1 ini.

Pasal 7

Formulir pendaftaran sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib
PaJak dengan cara:

a. mengambil sendiri ke Ba.peuda,
b. formulir diperoleh secara. elektronik; dan

c. dikirim. qleh petugas Bapenda yang ditunjuk.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap

serta ditandatangani dan melampirkan:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;

b. foto copy nomor pokok wajib pajak bagi yang
" memiliki;

c. surat izin usaha dari Instansi yang berwenang
apabila ada;

d. foto copy dokumen Badan usaha/perusahaan
apabila ada; '

‘e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran

dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas
penerima kuasa; |
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f. khusus untuk PBBE-P2 melainpirka.n:
1.fotc copy bukti kepemilikan/penguasaaan/
pemanfaatann tanah (sertifikat/AJB/dokumen
lain yang sejenis); A
2.foto copy Persetujuan Banguman Gedung (PBG)
bagi yang memiliki bangunan apabila ada; dan

3.surat keterangan 11wayat tanah dari Kepala
Desa/Lurah;

g. . khusus untuk Pajak Reklame melampirkan:
"1.gambar atau isi ringkas Reklame, ukuran dan
denah lokasi pemasangan; dan
-2.foto  copy akte pendirian Badan usaha/
- perusahaan dan surat izin lain yang terkait
dengan bidang usaha Reklame danr instansi
berwenang (apabila ada);
h. khusus untuk PAT melampirkan dokumen
pendukung:
1. foto copy Nomor Izin Berusaha. (apabila ada); dan
"2.ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta

. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
i. khusus untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:

1.foto copy alas hak berupa sertifikat dan/atau
- dokumen yang dipersamakan;

2. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan; dan
3.foto Objek Pajak.

Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2] yang sudah lengkap haruas
dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
pengambilan, pemanfaatan, dan/atau
penyelenggaraan Objek Pajak.

Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan sudah
lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Bapenda baik melalui petugas
yang ditunjuk maupun secara elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir
pendaftaran sebagaimana dalamr Lampiran IF yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 8 -

Kéi)ala Bapenda melalui petugas pendataan
melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak
untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan
data objek pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk
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informasi geografis objek pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan daerah.
Pendataan dilakukan terhadap:

a.

b..

PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau
bangunar;

Pajak Reklame meliputi jenis Reklame, bahan yang
digunakan, lokasi = penempatan, waktu

. penayangan, jangka waktu penyelenggaraan,

' " jumlah dan ukuran media Reklame;

€.

e’

PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan
air dan volume air yang diambil dan/atau yang

- dimanfaatkan;
.. BPHTB meliputi nilai perolehan objek Pajak Bumi

dan Banguvnan;

PRJT berupa:

1. Makanan dan Minuman yang meliputi
Penjualan dan/atau penyerahan Makanan
dan/atau Minuman,;

2. Tenaga Listrik yang meliputi penggunaan
Tenaga Listirik oleh pengguna akhir;

3. Jasa Perhotelan yang meliputi jasa penyediaan
akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta
penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada
penyedia Jasa Perhotelan;

4, Jasa Parkir yang meliputi Penyediaan atau

penyelenggaraan tempat parkir dan/atau
pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir
valet); dan

Jasa Kesenian dan Hiburan yang meiiputi
penyclenggaraan kesenian dan hiburan di
Daerah;

i

./ Pajak MBLB yang meliputi kegiatan pengambilan
- MBLB;
.. Pajak Sarang Burung Walet yang meliputi kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet. ' ‘

Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipati:

a. pendataan kantor; dan

b. pendataan lapangan.

Pendataan kantor sebagaimana dirnaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data
dan informasi yang terdapat dalam data base
dan/atau sistem informasi perpajakan daerah.
Pendataan lapangan sebagdimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara melakukan
peninjauarn pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau
lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data
objek Pajak yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib
Pajak. :
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Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang
diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Hesil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir
pendataan yang ditandatangani oleh petugas
pendataan dan Wajib pajak yang didata.

Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi
persyaratan subjektif dan = objektif sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Bapenda
dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan
atau atas dasar permohonan Wajib Pajalk.
Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD,
nomor . registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran
lainnya yang dipersamakan atas dasar permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bapenia harus menerbitkan keputusan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.
Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} tidak diterbitkan setelah melampaw jangka
waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak
dianggap disetujui.
Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis permohonan lain
yeng dipersamakan secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak PBJT, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang
Wajib Pajak PBJT:
a. tidalk memiliki tunggalkan pajak; dar
b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa
keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan
- kembali.

Bagian Kedué
Penilaian PBB-P2

Pasal 10

Da.sér Pengenaan PBB yakni NJ,OP.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupaii.
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Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud: pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek
PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayah Daerah.

NJOF sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ dihitung
berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana

dirpaksud pada. ayat (3), penghitingan NJQP dapat

dilakukan dengan metode:
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

'b. nilei perolehan baru; atau

c..nilai jual pengganti.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibedakan menjadi:

a. NJOP Bumi;

b. NJOP Bangunan objek pajak wmum; dan/atau

c. NJOP Bangunan objek pajak khusus.

Pasal 11

NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (7) huruf a merupakan ‘hasil perkalian antara
total luas area! objek -pajak yang dikenakan dengan
NJOP Bumi per meter persegi.

NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (Ij merupakan hasil konversi NIR per meter
persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (7) huruf a dihitung melalui periilaian massal atau
Penilaian Individual. |

Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
meérupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek Pajak lebih
besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) maka nilai jual bumi tersebut
ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 12 ¢

NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara
total luas bangunan dengan NJOP bangunan per
meter persegi.

NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan ha sil konversi nilai
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bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP
Bangunan.

NJOP Bangunan objek pajak umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b dihitung
baik melalui penilaian massal maupun Penilaian
Individual. ‘

NJOP Bangunan objek pajak khusus sebagaimana
dimal:sud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf ¢ dihitung
melalui Penilaian Individaal.

Penilaian Individual untuk Bangunan objek pajak
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk
memperoleh NJOP secara akurat.

Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Delam hal nilai jual bangunarn untuk objek pajak lebih
besar dari nilai jual tertinggi’ NJOP Bagunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nilai jual

‘bangunan  tersebut ditetapkan sebagai NJOP

Bangunan.
Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang
Pasal 13

Kepala Bapenda menctapkan Pajak terutang
berdasarkan surat dan/atau formulir pendaftaran
objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat. (1)
huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala
Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan
berdasarkan data yang d1peroleh atau dimiliki oleh
Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang
lebilr besar dari jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang
dmampaman oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pdda ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan
Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat {?2), dan ayat (3)
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diretapkan - paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak. ' '
Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14 '
Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang
berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.

Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2
dalam hal: " ’

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan

. " setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh

' Kepala Bapcnda sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran; dan/atau ;

b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari
jumltah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bentuk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 15

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajek yang
terutang dengan  membawa dokumen = yang
dipersyaratkan  berupa SKPD, SSPD, SPPT PBB-P2

‘dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis

- elektronik. .

Sistem pembayaran elektronik dilakukan melalui Quick
Response Code Indonesian Standard, Electronic Data
Capture, Uang Elektronik Reader, Mobile/ Internet/SMS
Banking, dan platform digital lainnya. :

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elekt.ropik
behurr tersedia, pembayarsar atau penyetoran Pajek
dapat dilakukan melalui teller, agen bank, Anjungan
Tunai Mandiri dan PT. Pos, merchant dan atau tempat
pembayaran lainnya yang telah dikerjasamakan. |

Khusus untuk pembayaran PBB-P2, apabila Wajib
Pajak melakukan pembayaran secara tunai kepada
petugas atau pemungut, pembayaran yang diteri;na
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oléll petugas atau pemungut tersebut disetor ke
rekening kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam setelah

‘pembayaran diterima.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari
Tibur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja
beriikutnya. '-
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran Paj
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan  Bupati  melalui  Kepala Bapenda
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama: .
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD
' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
‘dan _
b. 6 (emam) bulan sejak tanggal penctapan SP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). -
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendirt oleh
Wajib Pajak sebagaimana dalam Pasal 4 paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa
pajak. :
Delam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen)
per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
urtuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan dari jual beli yaitu
pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
vengikatan jual beli dan/atau saat ditandatanganinya
akta jual beli tidak menggunakan perjanjian pengikat
juat belt berdasarkan rritai perclehan objek Pajak.
Dalam’ hal terjadi perubahan atau pembatalan
perjanjian  pengikatan  jual  beli sebelum
ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

‘a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang,

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak

’ melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
Pembayaran den penyetoran BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) huruf b paling

'lamhat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual

beli.
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(13) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(@)

)

)

(2)

dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian ‘tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai

kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Fajak, sebelum menandatangani akta pemindahan

. ' Hak atas Tanah dan/atau bangunan; dan ‘

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual
heli dan/atan akia atas tanah dan/atau Bangunan

- kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya. ! o :

Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: '

4. denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk . setiap pelanggaran sebagaimana
dimalisud pada ayat (1) huruf a; dan/ataw

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf b;

Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang

Negara wajib: '

a. meminta bukti- pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebclum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui

" Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang

Nééara yang rmelanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai

dgngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 .

Kepala kantor bidang perianahan hanya dapat
melakukan pendaftaran hak atas tanah atau
pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Kepala Kantor: Bidang Pertanahan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilcenakarr sairkst sesuar dengan ketentuan peraturarr
perundang-undangan.
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(3) Dalam hal peroléha.n Hak atas Tanah dan/ atau

(1)

(2)

(3)

t4)

Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB,
Bupati melalui kepala Bapeﬁda dapat menerbitkan
surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima
Penelitian SSFD BPHTE

Pasal 13

Penelitian SSPD BPHTB raeliputi:

a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NOP yang tercantum: ,
.1.dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2
" lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2.

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang

. dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
Buni per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter yang

dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-
3 | |

d. kebenaran penghitungan ‘BPHTB yang meliputi

" nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak
kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak
tertentu, dan BPHTRB terutang atau yang harus
dibayar; :
e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung
sendiri; dan :
£ kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yan
~ dikecualikan dari pengenaan BPHTS, termasuk
kriteria pengecualian objek BPHTB, termasuk
- kriteria  pengecualian objek BPHTB  bagi
‘masyarakst berpenghasilan rendab. _
Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris
dan hibah wasiat. :
Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f yakni untuk kepemilikan rumah
pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh
Btipati.
Kriteria rertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kernudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
be;penghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang

1
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidéng
pekerjaan umum dan perumahan rakyat. .
Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD
BPHTB untuk Penelitian di tempat.

Dalam hal berdasarkan hasil Penclitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak
yang disetarkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang,
Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan
tersebut.

‘ Bagian Keenam
Pernbukuan

o Pasal 19

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau

pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik

dengan ketentuan: ‘

a.bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha
dengan  peredaran  usaha paling  sedikit
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) per tahun wajib ‘menyelenggarakan
pembukuan; dan

b.bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun
dapat memilih menyelenggaraka pembukuan atatu
‘pencatatan. - :

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan

dengan  memperhatikan iktikad  baik dan

mencerminkan keadaan atau kegiatan usahia yang

sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan

pei'aturan perundang-undangan ~ yang terkait
perabukuarn. | '

'Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau
data penjualan beserta bukti pendukungnya agar
dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen
hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secars: elektronik atau secara program aplikasi ontine
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan
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atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau
dite;mpat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh -
Pelaporan

‘Paragraf 1 |
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 20

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengisi
SPTPD. - : |
SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah
dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksad pada ayat (1) minimal
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang
per jenis Pajak dalam sati masa Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh
Wajib Pajak dengan cara: ' '
a.mengambil sendiri ke Bapenda;
b.formulir diperoleh melalui secara elektronik;
- dan/atau
c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarapaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda
dengan cara:
a.mengantar langsung SPTPD yang telah diiisi;
b.menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk
menjemput SPTPD; dan
c.mengirim SPTPD secara digital dan atau elektronik
melalui media yang telah disiapkan oleh Bapenda.
SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak. '
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai
SPTPD.

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya

pembayaran. |

Bentuk SPTPD  sebagaimana tersebut  dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari}Pefaturan Bupati ini.
-’ : |
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Pasal 21

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus
dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD. :

Jangka wakte penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB. '

- Pasal 22 -
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda. .
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD
dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. |
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak mengalami keadzan kahar (force majeure).

Pasal 23 }
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan
menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum
dilakukan Pemeriksaan. |
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimena dimaksud
pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan
SPTFD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun
sebelum kedaluwarsa penetapan. :
Dalem hat pembetular: SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti
pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
adininistratif berupa bunga. | I
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang
bayar sebagaimana dimaksud. pada ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) per bulan dari jumiah Pajak yang kurang
dibayer, dihitung dari taniggedt jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka
waktu paling larna 24 (dua puluh empat) bulen serta

'
|
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bagian dari bulan dihitung pen’}J.h 1 (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 24

Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD
yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1).
Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau
. penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam
.SSPD; -
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau
administrasi, lainnya.
Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD
sebagain  dimaksud pada avat (2) diketahui
terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, Kepala Bapenda raenerbitkan STPD.
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak
terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jurnlah Pajak
gang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jengka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung peniuh 1 (satu) bulan. :
Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian
informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak,
Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan. :

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak

Pasal 25

Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak, kesesuaian nilai Pajak dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentusan = peraturan
perundang- undangan mengenai Pajak.
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Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar; atau

C. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:

pemberian NPWPD secara jabatan;

.- penghapusan NFWPD;

- penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

. pencocokan data dan/atau alat keterangan;

dan/atau i

€. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan wuntuk twjuan lain sebagaimana

dimaksud pada ‘ayat (3) meliputi penentuan,

pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan
denigan twjuan Pemeriksaan.

Guna keperluan Pemeriksaan petugas yang ditunjuk

dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan

surat perintah Pemeriksaan.

Mekanisme dan tata cara Pemeriksaan Pajak diatur

datam hal:

a. pemeriksaan Pajak diawali dengan penyampaian
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau
pengiriman Surat Panggilan dalam rangka
Pemeriksaan Kantor.

b. apabila kondisi tidak smemungkinkan, seperti
pandemi covid-19, Pemeriksaan Pajak bisa
dilaksanakan secara online atau daring.

c. hasil Pemeriksaan harus diberitahukan dan
‘disampatkan kepada Wajilr Pajak melatui
penyampaian Surat  Pemberitahuan  Hasil
..Pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum
atas temuan tersebut dan melampirkan daftar
temuan hasil Pemeriksaan.

d. pemeriksaan Pajak untuk pengujian kepatuhan
Wajib Pajak diakhiri dengan menerbitkan Laporan
Hasil Pemeriksaan berisikan usulan diterima atau

" dilolaknya permohonan Wajib Pajak.

pogp
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Pasal 26

Dalam  pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, kewajiban Wajib Pajak yang

diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku

- “atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatar untuk memastis tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan
, memberikan bantuan, guna kelancaran
Pemeriksaar; dan/atau

C. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam  pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, hak Wajib Pajak yang

diperiksa minimals: ’

a. meminta identitas dan  bukti . penugasan
Pemeriksaan kepada pemeriksa:

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan

.. benjelasan  tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan; dan

C. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta
- memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak tdak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak

terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

. Pasal 27

Dalam jangka waktu paling lama 5 (ima) tahun sejak
terutangnya  Pajak, Kepala Bapenda dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
diraksud dalam Pasal 4.
SKPDKB sebageimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang ateu
tidak dibayar berdasarkan: ‘
a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 25; atau
b. nenghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam

jangka waktu yang tertentu éebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan telah
ditegur  secara  tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana
‘ ditentukan dalam Surat Teguran; atau
. '2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
atau Pasal 26 ayat (1).
SKPDKBY sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap dan menyebabkan
penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
SKPDN sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
Dalam. hal berdasarkan hasil Pemeriksaan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat
kelebilrarry pembayaran Pajak, Kepala Bapenda
menerbitkan SKPDLB, ’

Pasal 28

Jumlah kekuréngan Pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1,6% (satu koma delapan persen) per
bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sampgi dengan diterbitkannya SKPDKB,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(sata) bulan. A

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf
b dikenakan sanksi administratic berupa bunga
sebesar 2,2% (dua korna dua persen} per bwlanr dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung
sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulen, sejak saat
terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi

 administratif berupa:

a. kemaikan sebesar 50% (lima palake persen) dari
- pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis
Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf

~ b; atau ’
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b kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis
- Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKFDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
yang terutang dalam SKPDKBT.,
SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 29

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya  Pajak, Kepala Bapenda dapat
menerbitkan STPD.
Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal:
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
- pembayaran;
b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
'kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
atau

¢.. Wajib Pajak dikeniakan sanksi admunstrauf berupa

bunga dan/atau denda.
Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis

Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
‘sendiri cleh Wajib Pajak sebaganmana dimaksud dalam

Pasal 4 dalam hal: !
a. Pgjak terutang tidak atau kurang bayar;

'b.” hasil penelitiant SPTPD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 24 terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau
kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pembetulan, Surat
~ Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
perabayarar; ataa
d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
" bunga dan /atau denda.
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Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b,
berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah

dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang kurang dibayar, d1h1tung dari tanggal jatuh

tempo  pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huraf b dan ayat (3) huruf ¢, dikenai
sanksi administratif berupa bunga ‘'sebesar 0,6% (nol
koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak
atau kurang dibayar, dJl'utung dari tanggal jatuh
tempo  pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan d1h1tung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak

Pasal 30

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (I yang belum jatuh tempo pembayaran
atau pelunasen, dapat dilakukan imbauan.
Dalam hal  dasar penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh
temnpo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan mengenai perpajakan.

etentuan lenik lanjut mehg"enai bentuk SKPDKB,
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Dalam .rang;ka melaksanakan penagihan ‘sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Bupati melalui

Kepala  Bapenda: mcnunjuk Pejabat untuk

melaksanakan periagihan.

Pejabat sebagaxmana dimaksud pada ayat (1)
berwerrarng:

a. mengangkat dan memberhentikan  Jurusita

. Pajak/Petugas penagihen; dan
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b. menerbitkan:
Surat Teguran;
surat perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus;
Surat Paksa;
surat perintah melaksanakan penyitaan;
surat perintah penyanderaan;

- surat pencabutan sita;
pengumuman lelang;
surat penentuan harga limit;
pembatalan lelang; dan

0. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Pena, gxhan Pajak.

N =

Lo XN0uisw

(3) Jum.l:..Lta. Pajak/ Petugas. penagihan melaksanakan

(1)

(4)

()

6)

Periagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 32

Tara Cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (3), diatur dengan ketentuan:
a.Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan Surat

Teguran.
b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf

L&, menraat: ‘ _

1.nama Wajib Pajak;

2.besar Utang Pajak;

3. perintah untuk membayar; dan

4.batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh

. Penanggung Pajak.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita
Pajak/Petugas Penagihan kepada Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya
setelah melewati jangka waktu 21 han sejak Surat
Teguran disampaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan imbauan pemasangan sticker
dan/atau spanduk sebelum diterbitkan Surat Paksa
terhadap Penanggung Pajak. '
Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak,
atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda
pembayaranmya tidal diterbitlean Surat Feguran.
Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan
setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa
tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31
ayat (2) huruf b angka 3, memuat:

v {
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a.nama Wajib Pajak;

b. besar Utang Pajak;

c.perintah untuk membayar; dan

d. Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN
- BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap. ‘

Surat Paksa scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak

dan/atau Petugas Penragihan kepada Penanggung

Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang

Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua

keli dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa

disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

terhadap objek Pajak tersebut.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan

Fajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan

berdasarkan surat perintah mclaksanakan penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pejabat

berwenang melaksanakarr perjualan secara lelang

melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat
setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari

te:"hitung sejak pengumuman lelang.

Pengumuman lelang scbagaimana dimaksud pada ayat
(10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan
penyitaan. '

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu wmtuk
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk
membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 33

Jurusita Pajak dan/atau Petugas'Penagjhan melaksanakan
Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat
perintah Penagihau Seketika dan Sekaligus apabila:

a.

b.

penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
unfuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; |
penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimililki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
terdapet tanda bahwa Penanggung 'Pajak akan
membubarkan Badan usé.h"anya, menggabungkan
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usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau - melakvukan perubahan bentuk
lainnya;
Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tandi-tanda kepailitan.

. Pasal 34

Dalam ranglaian proses pelaksanaan Penagihan,
terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan
iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang
Pajak dengan besaran minimal tertenti, dapat
dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
Pencegahan dan/atau  penyanderaan terhadap
Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya
Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan
Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan dan. Penghapusan Piutang Pajak

1)

Paragraf 1 t
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 35 :
Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dengan ketentuan: i
a. PBB-P2  ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemarfaatan
- Brumt dan Bangunar:;:
b. Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya
' penyelenggaraan Reklame; :
C. PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
d. BPHTB pada saat terjadinya perolehan tanah
dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
1.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya
perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli
dam apabila datan: hat jual bel tanah danfatau
Bangunan tidak menggunakan perjanjian
pengikatan jual beli, maka saat terutang
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- BPHTB adalah pada saat ditandatanganinya
akta jual beli; '
2.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta untuk tukar - menukar, hibah, hibah
‘wasiat, pemasukan dalam perseroan atau
Badan hvkum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan  peralihan, penggabungan
usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha
- dan/atau hadiah;
&;mdatamgmlpmummM1WQﬁsauulmngtﬁbai
kuasa oleh penerima waris mendaftarkan
peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
untuk waris; ? |
4. pada tangpdl putusan pengadilan yang
L mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk
putusan hakim;
S.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
~ pemberian hak untuk pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
"G. pada tanggal diterbitkaninya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru
diluar pelepasan hak; dan
7.pada tanggal perrunjukan pemenang  lelang
untuk lelang.
e. PBJT ditetapkan pada saat
. pembayaran/ penyerahan atas Makanan dan/atau
Minuman, konsumsi/pembayaran atas Tenaga
" .Listrik, pembayaran/ penyerahan atas Jasa
~ Perhotelan, pembayaran/ penyerahan atas jasa
penyediaan tempat parkir, dan
' pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan
- Hihuran;
f."Pajak MBLB ditetapkan’ pada saat  terjadinya
pengambilani MBLB di mulut tambang; dan
8- Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat
terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan
Sarang Burung Walet.
Dolam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang
dipurigut berdasarkan penetapan Bupati melalui
Kepala Bapenda berbeda dengan saat penetapan
SKPD atau SPPT sebagaimana. dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), jangka waktu 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
Kedaluwarsa  Penagihan  Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tertangguh ‘apabila sebelum
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
atau .
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b. terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalamn hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
kedaluwarsa Penagihan dihitung: sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan
pengakuan tertulis dan komitmen Wajih Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang
Pajak dan akan melunasmya kepada Pemerintah
Dacrah

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
sebageumana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaen pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.
Dalam hal terdapet pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
pengakuan.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 36

Bupati melalui Kepala Bapenda  melakukan
pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan
prioritas Penagihan Pajak. ,
Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita
Pajak/Petugas  penagihan untuk  melakukan
Per.agihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (3).

Piutang Pajak yang tidek mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebaga.lmana

dimaksud pada'ayat (3) d1tetapkan dalam Keputusan

Bupati.

Keputusan Bupati s«.bagaxmana dimaksud pada ayat

{2} ditetapkan dengan mempertimbanghkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud
.dalam Pasal 30 ayat (3) sampai dengan batas
..waktu kedaluwarsa Penagihan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal
daerah. -

Penagihan sebagdlmana dunaksud pada ayat (5) huruf
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@ dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan
Penagihan.

Paragraf 3
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 37

Biii)ati.. dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib
Pajak Orang Pribadi merupakan piutang Pajak yang
tidak dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak

mempunyai harta warisan atau kekayaan;

b. Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tidak dapat

ditemukan; - ,

c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah

kedaluwarsa; -

d. dokumen sebagai dasar ﬁenagihan Pajalk tidak
(ditemukan dan telah dilakukan penelusuran
'secara  optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

--hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu

~ sechubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau beridasarkani_, pertimbapgan yang
ditetapkan oleh Bupati. '

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak Badan

merupakan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi
karena:

a. Wajib Pajak bubar/tutup, likuidasi, pailit

~ dan/atau tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah
kedaluwarsa;

c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak
ditemukan dan telah dilakukan penelusuran

' secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
‘dan/atau  berdasarkan ‘pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati. |

o

Pasal 38

CGuna memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang
Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Kepala
Bapenda melalui bidang terkait, wajib melakukan
Penelitian Kantor, dan/atau Penelitian Lapangan yang
hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
Laporan Hasil Penthlan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mengmalkan keadaan Wajib Pajak,
objek Pajak dan/atau  piutang Pajak yang
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan
besarnya piutang Pajak yang tidak dapat. ditagih lagi
dan diusulkan wuntuk dihapuskan oleh Kepala
Bependa.

Pasal 39

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Kepala Bapenda
melalui bidang terkait menyusun daftar usulan
penghapusan piutang Pajak.

Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana
dirhaksud pada ayat (Ij minimal memuat:

a. NOP dan/atau NPPD; |

b. nama dan alamat Wajib PaJak

c.alamat objek Pajak;

d: jumleh piutarg,

e. tahun Pajak;

f. alasan penghapusan piutang; dan

g.dokumen pendukung lainnya.

Daftar  usulan  penghapusan piutang  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati.

Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
menerbditkan Kepuiusan tentang Penghapusan piutang
Pajak. .

Be,rdasarkan Keputisan Bupati tentang Penghapusan
piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Kepala Bapenda melakukan penetapan mengenai
rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak.

Bagian Kedua belas
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 40

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
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Peinungutan oleh pihak ketiga.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau
jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan
disertai alasan yang jelas.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diajukan dalam jangka wakti paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB| atau SKPDN dikirim
atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali
Jjika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
walktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
Keadaan kahar scbagaimana dlmaksud pada ayat (3)
meliputi:
bencana alam;
. kebakaran;
kerusuhan massal atau huru-hara;
. wabah penyakit
.- kecelakaan atau musibah yang tidak ~ dapat

dihindari; dan/atau
f. keadaan lain berdasarkan pertimnbangan Bupati.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga
paling sedikit sejumlab. yang telah disetujui Wajib
Pajak.
Keberatan yang tidak ‘memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala
Bapenda kepuda Wajib Pajak, menjadi tdnda bukti
penerimaan surat keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan .atas Jumlah Pajak yang belum
dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh
sampai dengan 1 (watu) bulan s sejak tanggal penerbitan
Surat Keputusan Keberatan.
Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
vengajuan permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ¢1).
Eentuk SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

ea9¢9
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Pasal 41

Kepala Bapeunda harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib  Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
Dalaim memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan.
Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud
peda ayat (1} ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan’ sejak tanggal surat
keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (7).
Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat
berupa: ' ,
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
~ berdasarkan hasil Perelitian sama dengan Pajak
yang terutang menurut Wajib Pajak:
b. menerina sebagion dalamm hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan
' Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
- ‘menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang
- dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak; atau
d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Perelitianr lebih besar dari Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
- keberatan oleh Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
diterima. '

0 -

£

Pasal 42

Dalam hal peﬁgajuan keberatan Pajak ' dikabulkan
sebagian. atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (ncl koma enam persen} per bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling Iama 24 (dua puluh empat] bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatasy,

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
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administratif berupa denda sebesar, 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 43

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan Pajak diatur
dengan ketentuan:

{1} Dalam proses penyelesaian keberatanr, Kepala

(2)

)

(4)

Bapenda melalui bidang terkait berwenang untuk:

a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi
dalem bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada

: .Wajib  Pajak terkait ‘dengan materi yang

..disengketakan  melalui penyampaian  surat
permintaan peminjaman buku catatan, data, dan
informasi; :

b. meminta Wajlb Pajak untuk memberikan

keterangan  terkait denganr  materi yang

disengketakan melalui penyampaian  surat
permintaan keterangan;

rieminta keterangan atau bukt terkait dengan

materi yang disengketakan kepada pihak ketiga

‘yang mempunyal hubungan dengan Wajib Pajak;

d. 'memnjau tempat Wajib PaJak termasuk tempat
lain yang diperlukan;

c. 'melakukan permbahasan dan Klarifikasi atas hal-
hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib
Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan

f. melakukan Pemeriksasr. untuk tujuan lain dalam

- rangka keberatan untuk mendapatkan data

dan/atau informasi yang objektif yang dapat

' dijadikan dasar dalam mempertimbangkan
~ keputusan keberatan.

Dalem hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas

0

Suatu pemotongan atau Pemungutan Pajak, Wajib

Pajak harus menyerahkan ash buktx pemotongan
atau Pemungutan Pajak. '

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan/ atau permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah tanggal surat permintaan peminjarnan
dau/atau surat permmtaan keterangan dikirim.
Apabila sampai dengan Jangka waktu sebagaimana
dimzksud pada ayat (3} berakhir, Wajib Pajak tidak
meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan,
data dan informasi dan/atau tidak memberikan
ket erdngan yang diminta, Kepala Bapenda melalui
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bidang terkait menyampaikan:
a. surat permintaan peminjaman yang kedua;
dan/atau ;

b. surat permmtdan keterangan yang kedua.

Wajib Pajak haras memenuhi peminjaman dan/atau
permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang
kedua dikirim. |

Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda melalui
bidang terKait dapat meminjam buku, catatan, data,
dan  informasi dan/atau meminta keterangan
tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan
bulty, catatan, data, dan informasi dan/atau
memberikan Kketerangan yang diminta dalam jangka
waktu sebagaimana disebutkan dalam:

a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau

b. surat permintaan keterangan tambahan.
Dalam hal Wajib Pajak ﬁdak memenuhi sebagian atau

seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau
permintaar keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3}, ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak
menyerahkan asli hukti pematongan atau Pemungutan
Pzjak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan
tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang
diterima dan dibuat berita acara.

Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan
atau penjelasan tertulis untuk melengkap1 dan/atau
mempexjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan
baik atas kehenddk Wajib Pajak yang bersangkutan
maupun dalam rangka memenuhi permmtaan Kepala
Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana
dimaksud pdda ayat (1) huruf b, sebelum Kepala
Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan Surat
pemberitahuan untuk hadir. .

Surat panggilan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1)
huruf e dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal pembahasan dan Klarifikasi atas

'sengketa perpajakan.

Pembahasan dan klarifikasi spbagmmana dimaksud
pada ayat {1} huruf e ditvangkan datam berita acara
pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain  sebagaimana

. dimaxsud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
blda.ng Pemeriksaan Pajak. '
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Pasal 44

Sebelum menerbitkan Surat ?Keputusa.n Keberatan,

Kepala Bapenda melalui bidang terkait meminta Wajib

Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau

memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib

Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan

untuk hadir yang dilampiri dengan:

'a.pemberitah‘uan daftar hasil. Penclitian keberatan;
dan | |

b. formulir surat tanggapan hasil Penelitian keberatan.

Pemberian  keterangan dari Wajib Pajak atau

vemberian penjelasan oleh Kepala Bapenda melalui

bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam terita acara. é

Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk

hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

a.dibuat betita acara ketidakhadiran; dan

b.proses keberatan tetap diselesaikan tanpa
menunggu kehadiran Wajib Pajak.

Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak

bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas’

keberatan yang diajukan oleh Wejib Pajak.

Surat Keputusan Keberata.n disampaikan kepada

Wajib Pajak:

a.secara langsung dengan bukti tanda terima;

br. melatui pos dengan bukti pengiriman surat;

c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat; atau

d. dengan cara lain.

Paragraf 2
Banding

Pasal 45

Wajib Pajak dapat meng;:uukan permohonan banding
hanhya Kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat
Képutusan Kebcratan yang, ditetapkan oleh Kepala
Bapenda sebagaimana dimaktsud dalam Pasal 42 ayat
(3) palmg lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
Perinchonan banding sebaoalmana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
Permohonan banding sebagaimane dimaksud pada
ayai (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Putusan Banding.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

- 4] -

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 46

D.eilam hal permohonan banding dikabulkan sebagjan
atau selurulinya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditarpbah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
[rabalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib' Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa dgnda sebesar
30% (tiga puluh persen) seba‘.gaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3) tidak dikenakan.

‘Delam hal permohonan banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan

‘Banding dilturengi dengan Pajak yang telalr dibayar

sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga belas
Gugatan Pajak
Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a.

pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanaan
penyitaan, atau pengumuman lelang; ‘

keputusan pencegahan delam rangka penagihan
Pajak; 7

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41; dan

penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat
Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak
sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah
diatur dalam ketentuan paraturan perundang-
undangan, hanya diapat diajykan ke Bac%an peradilan
Pajak. ' ‘
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BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
~ ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Pertama
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,

Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada

pelaku usaha di daerahnya,

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,

atau penghapusan atas pokok Pajalr, dan/atau
sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (),

dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau

diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan
pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak
terkena bencana alam, 'kebaka.ra.n, dan/atau
penyebalr lainnya yamg terjadi buksn karens
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak dan/atau pihak lain Yang bertujuan

. untuk menghindari pembayaran Pajak;

€. guna mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro; dan

d.  guna mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalarn  mencapai program prioritas Daerah
meliputi:

1. kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Optimalisasi Penerimaan PAD;
. 2. kebijakan Pemerintah dalam program Percepatan
. dan Perluasan Digitalisasi Dacrah; dan
- 3. kebijakan Pemerintah lainnya.

guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam

mencapai program prioritas nasional.

X

, Pasal 49
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan kewenangan
Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah.
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak
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A i
a. kepatuhan pemlj)ayaran dan pelaporap Pajak oleh
. Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungau usaha Wajib Pajak;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib
Pajak terhadap perekonomian daerah dan
‘iapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
dan/atau
d. faktor la%n yang ditentukan oleh Bupati.
Pemberian insentii fiskal kepada Wajib Pajak pelaku
usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (3) huruf ¢, dilakukan sesuai
dengen kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam
peraturan perundang-undangan di bidang wusaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf
d, - disesuaikan dengan prioritas Daerah yang
tercantum dalam rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan/atan dokumen perencanaan
lainnya. ) g
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf
e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian
proyek strategis nasional.

Pasal 50
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. *
Pemberian insentif sebagaimana dimaksad pada ayat
(1) diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

Dalam hal, pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan
permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala
Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk
tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1). ,

Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak
yaaz mengajukan permohonan insentif fiskal berhak
untuk menerima insentif ' fiskal sesuai dengan
pertiinbangan dan faktor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (2).

!
V
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Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
| Pasal 52
Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan
kefingana.n, pengurangan,  pembebasan, dan

(2}

(3)

4)

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi

Pajak dengan rmemperhatikan kondisi ‘Wajib Pajak

dan/atau objek Paja;c. |

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) minimal berupa kemampuan ‘membayar Wajib

Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), minimal dapat berupa lahan pertanian yang sangat

terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib

Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai

dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang

terdempak bencana alam, kebakaran, huru-hara,
kernsuhan damn/atay pertimbangan lain.

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan,

pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok

Pajak, dan/atau sanksinya diatur:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat
mengajukan permohonan pemberian keringanan,
bengurangan, pembebasan dan  penundaan
pembayaran‘ atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya

" kepada Kepdla Bapenda; ‘

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a

.harus  diajukan  secara  tertulis dengan
menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak,
jenis Pajak, dan besaran keringanan, pengurangan,
pembebasan dan penundaan pembayaran atas
pokok  Pajak, dan/ateu sanksinya, alasan
permohomonan, serta melampirkan: :

1. fotokopi Kairtu Tanda: Penduduk dan/atau

" identitas lainnya; } ,

. 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika ada;

' '3. STPD /SPPT/SKPD/ SPTPD/SKPDKB/SKPDT/
SKPDN/ SKPDLB, dan/atau dokumen lain
yang dipersamakan; dan :

* 4. dokumen lain yang diperlukan.

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a Kepala Bapenda melakukan
Penelitian mengenai berkas permohonan dan
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada
huruf b;

d. Penelitian dapat dilakukan melalui Penelitian
setempat, Penelitian = Kantor, Penelitian
administrasi dan/atan atau Penelitian Lapangan
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melalui bidang terkait yang hasilnya dituangkan
. dalem Laporan Hasil Penelitian;
e. 'berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi
' .berdasarkan hasil Penelitian maka Kepala
" Bapenda . menyampaikan ~ jawaban  dan
menetapkan besaran pemberian keringanan,
pengurangan, pembebasan dan penundaan

' -pembayaren atas pokok Pajak, dan/atau
sanksinya; dan

f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dapat
memberikan keringangn, pengurangan,

pembebasan dan penundaan pembayaran atas
pokok  Pajak, dan/atau sanksinya dan
mengeluarkan keputusan tentang pemberian
keringanan, péngurangan, pembebasan dan
.penundaan pembayaran atas pokok Pajak,
‘dan/atau sanksinya. |

Bagian Ketiga
. Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 53

Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan
kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak,
berupa: -
a. perpanjangan batas wakty pembayaran atau
. pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
Perpanjangan  batas wakttr pembajaran atauw
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami
keadaan kahar schingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan  batas  waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatun atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam keputusan Bupati. o :
Pemberian fasilitas angsuran atau = penundaan
pembayaran- Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
relunasan Pajak pada waktunya.
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Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
s;eba.gajmana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan atau dokumen lainnnya.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajih

Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun

terakhir. '

Keputusan PBupati melalui Kepala Bapenda atas

permaohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (), dapat berupa:

a. .menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa

- ‘angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak; '

b. menyetujui schagian jumlah angsuran Pajak

. 'dan/atau  masa angsuran = atau lamanya
' penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk
jangka waktu 24 (dua puiuh empat) bulan.
Pembayaran angsuren setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari
jurnlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (4) meliputi:

bencana alam;

. kebakaran; '

kerusuhan massal atau huru-hara;

. wabal penyakit; ' :

+ kecelakaan atau musibah yang tidak dapat

.dihindari; dan/atau

.~ keadaan lain berdasarkan rtimbangan Bupati.

Tata cara perpanjangan batasla?aktu pembayaran atau

pelaporan Pajak sebagaimena dimaksud pada ayat (IJ

huruf a diatuy:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan
‘batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak,
mengajukan permohonan secara tertulis kepada

. Xepala Bapenda dengan c?jsertai dengan alasan
vang jelas dan melampirkan dckumen pendukung
yang diperlukan; . ;

]

W



(12)

47 -

permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas

" waktu pelaporan Pajak berakhir;

setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk raemproses

‘permohonan dan memberikan keputusan dalam
-waktu minimal 14 haii kerja; dan

. jika' permohonan disetujui, Wajib Pajak akan
.diberikan  batas waktu tambahan untuk

melaparkan atau membayar Pajak.

Tata. cara pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufb diatur:

a.

Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran

' Secara angsuran maupun menunda pembayaran

<.

Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan

“yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung

yang diperlukan;

]
.- permohonan sehagaimana dimaksud pada huruf a,

harus sudah diterima Kepala Bapenda atau Kepala
FD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum
tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah
ditentukan yang termuat dalam SPPT, STPD,
SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKRDKB,

lain yang dipersamakan;

 SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen

- terhadap permohonm pembayaranr  secara

angsuran maupun penundaan pembayaran yang
disetujui Kepala Bapenda, dituangkan dalam

- keputusan pembayaran secara angsuran maupun
* .penundaan pembayaran; 4
. pembayaran angsuran diberikan paling lama

untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan

angsuran;

penundaan peinbayaran diberilean umtulke paling
lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh
ternpo pembayaran yang termuat dalam SPPT,
STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang

- dipersamakan;
'perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur

dengan ketentuan:

‘1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya

terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah 'sisa angsuran merupakan hasit
bengwangan antara besarnya sisa Pajak yang
belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak
angsuran;
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3. pokok Pajak angsuren merupakan hasil

* pembagian antara jumlah Pajak terutang yang
akan diangsur, dengan jumlah bulan
angsuran;

4. bunga merupakan hasil perkalian antara

jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar

6% (nol koma enam persen); dan

besarnya jumlah yang harus dibayar tiap

bulan angsuran merupakan pokok Pajak

angsuran ditambah dengen bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen).

g. .}terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar

- tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran

lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;

k. perhitungan untuk penundaan perabayaran diatur
dengan ketentuan: |

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap

+ seluruh jumlah Pajak yang terutang yang akan
ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga
0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah
bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh
jumlah Utang Fajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah ‘yang harus dibayar
menpakan selurulr  jumlah Utang Pajak yang
ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6%
(ol koma enam persen) sebulan; dan

.- 3. penundaan pembayaran harus dilunasi
sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo
penundaan yang telah d1tentuL.an dan tidak

: dapat diangsur.

i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permochonan

.pembayaran secara angsuran, tidak dapat

mengajukarn perrohonan penundaan pembayaran
untuk surat keteétapan Pajak yang sama.

Sa’l

’ BAB VI
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 54

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya,‘ Kepala Bapenda dapat melakukan
pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, vang dalam

enerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

r
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Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
Dalamn hal pembetulan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (I, Kepala Bapenda
menindaklanjuti  permohonan  tersebut  dengan
melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian
Lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
Dalam rangka Penelitian sehagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data,
ih;t‘ormasi, dan/atau keterangarn yang diperlukan.
Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib
menerbitkan Surat Kep’utusgn Pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
perniohonan pembetulan diterima.
Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
a. mengabulkan permichonaa Wajib Pajak atau
_karena  jabatannya dengan  membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa
menambahkan, mengurangkan, atau
~ menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun.  sanksi administratif berupa bunga,
dencla, damr kenaikan Pajale; ataw

b.: membetulkan  STPD, SPPT, SKPD, SPTFD,

-SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
- Dokuruen yang dipersamakan atau membatalkan
- hasil Pemeriksaan maupﬁﬂ’ ketetapan Pajak yang
cilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan
¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 55

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena
Jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan
pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembatalan.

Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana
dimaksud . pada ayat (1), Kepala Bapenda
menindaklanjuti permohonan  tersebut dengan
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melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian
Lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
Dalarn rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada
avat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data,
informasi, dan/atau keterangan yang diperiukan.
Dalern hal pembatalan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib
menerbitkan Surat. Keputusan Pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pembatalan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud

rada ayat (S) berisi keputusan berupa:

a. mengabullkan permohonan Wajib Pajak atau
-karena  jabatannya  dengan membatalkan
"“kesalahen atau§ kekeliruap yang dspat berupa

- menambahhkan, mengurangkae, ata
‘‘menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga,

- denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. 'membatalkan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD,

"SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
Dokumen yang dipersamakan atau membatalkan
hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang
dilaksanalkan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

| BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 56,

(1) Berdasarkan kelebihan pembayaran Pajak, Wajib

)

Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian

kepada Kepala Bapenda. o

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada huruf a, disebabkan adanya kelebihan

pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima
dan Pembayar berdasarkan: |

a. - perhitungan dari Wgjib Pajak atau Penanggung
Pajak; '

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan
Pembetulan, pembatalan, dan pengurangan
ketetapan, dan’pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi; '



(3)

(4)
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(6)
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c. .;Putﬁsan Banding atam putusan peninjauan
kembali; dan

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan
dan/atau  pembebasan Pajak  berdasarkan
pertimbangan Kepala Bapenda.

‘Permohonan Wajib Pajak scbagaimana dimalsud
.dalam..ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam

jangka waktn paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKET, dan/atau

,Dokumen yang dipersamakan dikirim atau tanggal

pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) minirnal memuat
a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila
dikvasakan;
b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya
" apabila dikuasakan; .
NPWPD jika ada; »
- masa Wajib Pajak dan tahun Wajib Pajak;
perhitungan Pajak yang terutang menurut Pajak;
~besarnya jumlah kelebiban pembayaran Pajak; dan
g nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
Permohonan pengembelian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} ditarapiri dokamen:
a. foto copy identitas Wajib Pgjak atau fotokopi
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hai dikuasakan;
b.. foto copy Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan
8 Keberatan, Patusan Banding, Keputusan
Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan
.. Pembetulan;
C.. foto copy SSPD untuk masa Pajak yang menjadi
dasar pernichonan; dan
. surat kuasa apabita dikuasalkan.
Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
C. secara elektronik/online dan/atau melalui media
lainnya, :
Atas permohonan pengembahdn kelebihan

Mmoo

‘pembayaran Pajak sebagal.mana dimaksud pada ayat

(t} Kepala Bapenda melalui bidang terkait
mengadakan Penelitian Kantor, lapangan dan/atau
Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan

‘pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban
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pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak. »

Pasal 57

Kepale Bapenda dalam jemghka waktu pating lama 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
peagembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), harus
rnemberikan keputusan. _

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
perigembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
Pasal 56 ayat (1) langsung dipeshitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
Pengembalian : kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud Pasal .56 ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

. Pasal 58

Kepata Bapenda mengajukan surat permolorrarnr
membayar kelebihan pembayaran Pajak kepada BKAD
atau PD Terkait yang dilengkapi dengan Berita acara
Hasil  Penelitian  Kantor, lapangan  dan/atau
Pemeriksaan. . '

Kepala BKAD atau PD terkait selaku Bendaharawan
Umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan pembayaran Pajak yang dibayar pada tahun
beyjalan dibebankan pada akun kode rekening Pajak
yang Dbersangkutan dan yang dibayar tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
Jika pengembalian Kkelebihan pembayaran dilakukan
sctelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam ° persen) per bulan atss keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.



BAB VIII

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN

1)

(2)

(3)

(4)

PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 59

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak,

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama

optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah; " |

b. Pemerintab Daerah lain; dan/atau

c. pihak ketigq.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, periziaan, serta date dan/
atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan

_ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. - pemuanfaatan program atatw kegiatan peningkatam

pelayanan kepada masyarakat, khususnya di
.. bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang

perpajakan; '

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan

aparatur atau sumber daya manusia di bidang
perpajakan;

f. + pengguraan jasa layanan pembayaran oleh pihak

. ketiga; dan
g kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan  dengan didasarkan pada
" pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan. '
Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Ilain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
heraf b meliputi ‘bentuk kerja sama sebagaimana
dimaksud pada. ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
e den;” atau hurufg.
Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi bentuk kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat 2} huruf ¢ sampai dengan
huruf g,
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Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak
yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
‘ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (2} dituangkan dalanr dokumen perjanjien kerja

sarna atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dokumen

perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama

mitra kerja sama. o

Dokumen perjanjian kerja sama .sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur ketentuan

mengenai: |

subjek kerja sarna;
~maksud dan tujuan;
ruang lingkup;

.:-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

. penyelesaian perselisihan;

. sanksi;

korespondensi; den

perubedrar.

e EF@me po o

Bagian Kedua

Penghirapunan Date. dan/atau Informasi Elektronik dalam

1)

(2)

(3)

Pernungutan Pajak

Pasal 61

Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak,
Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau
informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana

komunikasi elektronik yang digunakan untuk

transaksi perdagangan.
Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} berupa data danfataw informasi yang

- berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang
_terdaftar sebagai Wajib Pajak. -

Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

permndang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mmalai berlaku, maka:

a.

02

Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2014

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten
Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun

. 2014 Nomor 32);

Peraturan Bupati Takalar :. Nomor 77 Tahun 2014
ténfmig Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Berita
Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 77);

Peraturan Bupati Takalar Nomor OI Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Takalar Tahun 2017 Nomor 01);

Peraturan Bupati Takalar Nomer 27 Tahun 2015
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek
Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesdan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 27);

Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2020
tentang Tata Carua Pengelolaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2020 Nomor 27);

Peraturan Bupati Takalar Nomor 60 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Takalar Nomor 61 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pajak Hiburan {Berita Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 61); dan
Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 62);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
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Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ‘:“setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Paraf Kpordinasi
BAPENDA Paraf/ tanggal
, *"\ <'.':l
1 | SEKDA 4 NN
0 /Q- B XY
2 | ASISTEN ] !
"3 [KA.BADAN [ '/j/‘\
74 J
Diundangkan di Takalar

pada tanggal 30 Dsgsember 203y
l 2 J

Pj. SE ARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 8o &Y NOMOR 356

: Dikoreksi /7 dbelifi oleh
Kok
 Mulkum d\

Taonggo! [9p \ 202




o

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2034
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK NPWPD
[ PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KARTU NPWPD
, Nama -
Alamat
._ﬁ.’WI’D. B
Takalar,
An. Bupati Takalar
KABAPENDA KAE. TAKALAR
. RO | | S | o
Pangkat :
M :
Paraf Kcordinasi
BAPENDA _ ' Paraf/ tanggal
1 | SEKDA fl
* 7 | ASISTEN o
\ v
3 | KA.BADAN | C}

Dikorelsi /7 diteli® oloh

Kobag
Hukum \

Tenggual



"
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LAMPIRAN II

' PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 326 TAHUN 204
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK PEB BERUPA

SURAT FEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

‘SURAT »smaem'muww owEK wumc @mﬂﬂw ""‘""""'" |

. BIDANG PENDA'IMN IJAN PENEI'APAN

3. JENIbWKSC [:j: Purskuman Data : [:z Prmutakhiran Duta - Ds Penghagusan Data

| R ©orn ' DESA/KEL _BLOK NO. URUT KODE

z._noe .l::lL]jlll—l CI 1T Cro13d 11

3. NOP BERSAMA C 1 [—I'_'Iv 1] CO711 CI7 ] l_L._L'_] —
~ i - A. INFORMASI TAIVIBAHAN UNTUK DATTA BARU

4. NOP ASAL I OO CICI3 CC11 01 1T 131 /]

&.. NOP SPPT LAMA E_'D'_'j:[—_'] ',

B. DATA LETAK OBJIEK PAJAK

6. - NAMA JALAN S i L : - " 7. BLOK/KAV/NOMOR
lI'I'ILlJll‘lrJlll‘lll]ll1llllllfj

8. DESA/KELUPAHAN o ' ' 9. Rw 10. RT

S L LI T T T T T T I T TT1 GO J

C. DATA SUSIEF. FAJAK

11, STATUS 31 permink [Tle.renvavn | 3. Pangetota [~ Ja. Pemakai [ Js. sengketa

12. PeKERIAAN.  [_Ja.PNsy) [Jz. vy [TJs. pensiunan=) [Ja. Badan 5. Lainnya

33. MNAMA SUBIEK FPAJAK ’ . - A48, NPWpP
l,llTlTl'-ilIrvl'l'IIIIJIIﬁI;IIIIIIj
15. NAMA JALAN . 16, BLOK/KAV/NOMOR
‘IIIT!IIVIIIIIIIIIIJIjII!lllTj
17. DUSA/KELURAHAN - - 18, Rw 189. RT
S e L L I T T T 1 T T T 11 LI 117
20. KABUPATEN/KOTA 21. KODE POS
q__j':ij,_(‘" L T T T T T T T T T ] C I 1T 13
22, NOMO2R KTP ! i
e 1T [T 111 I 1T T 1T-1T1°7 L _1L I 7]
73. NOMOR HANDPHONE' - :
[ i e o, e s e
4. EMAL L ] ]
B I S NSV RO M NN MRS Sy S S U A B SO S e IV R |
— : . DATA TANAN
2s. w»\stmxn M T T I 17 ) 26. 20NA ML TaNaH [T
27. NS TANAH " [Ja. vansb « sangunon - [ . ‘twnah kosong
l ,2. ;Cwm\g Sisp @;ngu’n ‘ I:b. Fnclt&iat Umnium

- ototany : ®) vang p_cnurfnnuanﬂvo SeMstacinata Doros.m aori ol ateu unng pansiun




B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAIAK No. formulic

ET e

3

R
AAN [] T Pemalian ™ | 2. Perkantoren Swasta 0] 3. Pabrik
S [] + Toko'Apotik/PasariRuko L] 5. Rumah SakitKtini: [ ¢. Olah Raga/Rekreasi
U 7. MMael/Wisma D 3. Bengh.elGudany/Partanian D 9. Gedung Pemerintah
D 10.La’n-lain I:] 11.Bng Tiduk Kena Pajuk D 12.Bangunan Parkir
L 13.4pe-temen [] s pormps Bensin [ 15.7angki Minyak

D 16.Cedun:; Sekoiah

6. LUAS PANGUNAN ["D:[:D:DIE 7. JUMLAH LANTAL ED
(M2) :
8. THN DIBANGUN [1T]

S THN DIRENOVASI [[] D 10. DAY A LISTRIK ENEREN T
‘ TERPASANG (WATT) BEEEEN
I 1. KONDIS. PADA 1. Sang a "1 2.Bak )5 Sedang D 4. Jelek
,f UMUMNYA D Baik U L
1
J I2.KONSTRUKSI [ 1. Beja [] 2 Bewn []5. Batu Baa [ 4 Kayu
i3. ATAD 0 :. pecrabow [7 2 6 Betow [] 3. g Biasar [0 4. Asbes [ 5505 i
Beton/ Aluminium Sirap i
Gtg Glaur i
14. DINDING D 1. Kazu/ D 2. Beton D 3. Balu Bata/ D 4. Kavu D 3. Seng
Aluminium Contilok
L] 6. Tidak Ada
15 LANTAI D 1. Marmer :_] 2. Keramik D 3. Teraso D 4, Ubin PC’ D 5.Semen |
e Papan
16. LANGIT-LANGIT D 1. Akustik/ D 2. Triplek/Asbes D 3. Tida: Ada
Jati Bambu
=t 3y :
17. JUMLAH AC [T Window | 18 AC Seniral [J1. Ada []2. 19k Ada
19 LUASFOLAM 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2) I-_—D:D l

o Lantai
DGN LA MPO TNP LAMPU [ ST TUMLAN LT
| LAPANGAN

e e TN

2B IUMLAN TANGGA
Beton

= , z g l I l | Ringan E % !mi}em
1. Diplaster 2. Deng i = :
[J L D cht‘;:_] Sedang Dengan Penutup
—_
R SUNMLA |
{

Ydeas Fenumpang BERJALAN ?
P& i
I i f Aspal Dj ED Kasul Lhr <080 M DD !
7 Tzl 1 gy %
. __I 1 bk 1] Barang | Ler=osom 3
24 PANJANG TAGAR T 25 PEMADAM OO [ Hydrani i1, Ada 93 Tidar age
™M) KEBAXKARAN D2 Sprinkler ) 1.Ada D32, Tidak aus
BAHAN PAGAR [J «. Bajwsesi (] 2 Bow 3FireAl 00 .da [ 2, Tidak ada
O L 2 Batiko _
20. IMLSALURAN i ! T IJ 27. KEDALAMAN SUMUR E I I T ]
PES.PABX = =
= Eetptesoemeeaenss INtUR R ey

C1 PABRIK/BENGKZL/GUDA NG/PERTANIAN (JPB=3/8). . S
28, TINGG1 KOLOM (M) [T " =2e.LEBAR BENTANG (M) [ ] i

30. DAYA DUKUNG T 31 KELILING 32. LUAS MEZZANINE
L,ANTAiEL_{g/M:.)' I_D:] DINDING (M) % I:D_._-I.—.E L_-Dj] '

(M2) s

Paraf Koordinasi.

BAPENDA Paraf/tanggal : \ Sl
1 [ SEKDA 1 . 5
\ A
2 | ASISTEN , ' d
\ \—
3 | KA. BADAN J g‘”‘ T
Dikereksi / d¥elitl glah
Kobog |

Huboua '
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 36 TAHUN &08Y
TENTANG ,

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMULIR PENDATAAN

A. FORMULIR PENDATAAN PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU

MINUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Il jenderal Sud.rman No.26, Kalahbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawes! Selatan 90615

FORMULIF.
PANDATAAN RUMAH MAKAN, WARKO)P DAN SEJENISNYA

Pajuk / Retribusi Dacrah 5 ...eeeneeennnnee.... .
. Namu wajib pajiak / Wajib Retribusi
Nik '

1

2

3. E.Mail .

4. Alamat Rvmah

S. NoTip/up
6. Nama usaha
7. Bidang Usaha
8. Alamat usaha

) Kel/ Desa

9. Izin uwha
10. Xeadaan tempat usaha H Pem\ancul Semi Permanen

, Dururat Pakai Tenda/ Pakai Gerobak
11. Luas tempat usaha HETS MX M
12. Sm(us tempar usaha " : Milik Sendiri/ Kontrak/ Menumpang

nggu Jalan/Trotour
13. Jumlah Karyawan . 7T Orang
14. Rata-rata hesil penjualan ( Omzet ) pcrbulsm RP ceeriiriiceeannne.
13. Pajak / Reuibust yang dikenakan 5%, 10 % dari Omzet : Rp.....................
16. Wakw Per;jualan tPukul e 8/ e,
17. Jumiah Mcja / Kursi Mgja ........... Bual/ Kursi .......... Buah
Tukalar, «ovveeennennreeneennsvnennnnes
Petugas Pendata : Wajib Pajak/ Retribusi
Kuasy
Mengetahui,

Kepala Dapenda Kab. Takalar
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FORMULIR PENDATAAN PBJT ATAS JASA HOTEL

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
o

B“Y) BADAN PENDAPATAN DAERAH
J.. jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PAJAK HOTEL

Pajak / Retribusi Daetah : .....ev.eeeenen... .

I. Nanw wajib pajuk ( Ferusahaan )
2. Nik
3. Alamat "

4. NoTip/BP
5. Alamat usaha

6. Nama (Pcnanggung jawsb )

7. Nik .

8. No. TIp/HP

9. Alamat '

10. Keacaan tempat usaha : Permanca/ Semi Permancn

11. Luas tempat ussha PP MX .oorerreeM

12, Jumiuh Kamiar Standart Room i eeeeiciiiecreeeeans
Decluxe Room D ereernnerereseanas cerrerseennnes
Family Room RPN
Ruangan Meeting  :................. teesreessisnnane -

13. Jumlzh Karyawaa L eerresserenene Omang

Takalar,....ooerueeneeercnoneanns
Wajib Paiak/ Retribusi Petugas Pendata
Kuasa '
Mengctahui,

Kepala Bapenda k.ab, Takalar

Pangkat : .................
Nip. ccovvvivanennnns
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FORMULIR PENDATAAN PBJT ATAS JASA HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

L lem!eral Sudirman No.26, Kaiabbirang, Kec. Fattallassany, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PAJAK HIBURAN
Pajuk / Retribusi Daerah : .........ccccevunennnnn.
1. Nama wajib pajuk (Perusahaan) ..,
2. Nik v N seeestreternrerannacanne
3. Alamat ‘ Deeees evraressesasersisrrssrssrssaane
4. NoTlp/HP eereietiseeiirereeeetnenesrenerane
5. Alamat usaha B 1 T T O UUP RO
Kel/Desa:..occuovevvenvivenecrirenrecrnnnennnn,
Kec it e
Kiab et
6. Nama (Penanggungjawab) i
TNk e,
8. No.TIBHP e
9. Alamat oo e,
Kel/Desa: uuvureeriiireenenreneersomennneanenn
Kee i
: Kab et
10. Keadaan tempat usaha Permanen/ Semi Permanen
11. Luas tempat usaha PPN ' b SUSU M
12. Fasilitas Hiburan 1.~ .
2. D ereermreeeriearsrerosesecesennes
3 3 ereevecenenenenns torettartiaensnns
v 4, L itreecnrrnrisestesiiirneeannnn
13. Jumlah Karyawan SN Onang
Takalar, .....cccceannnnnnenn....
-Waijib Pajik/ Retribusi Petugas Pendata
Kuasa
Vo !
Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar
Pangkat:; . ................ .
Nip. ccoiverecnrreenn
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D. FORMULIR PENDATAAN PBJT ATAS JASA PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Boi) BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615
— A —
DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PAJAK PARKIR
Pajax Daerah : .............. verereanns
1. Nama wajib pajak ( Perusahaan ) S P PPPTTIN
2. Nik D rereerccureerersenirarsornrserosene er
3. Alamat Kel/Desa :..ovevireiininienneneneninernenneee
Ke e, reeereeree e
Kab/Kot :.eeeeevinrienrveeeernevneseseeanns
4. NoTlp/HP D eteerrnrere srssestetseceraes saeens
5. Nama (Penanggung jawab) erenrrrreera s eeare s eennens
6. Nik ' D eerrnereeenereniseans cevrenreesrnonens
T No.TIPHP e
8. Alamat . IS
- ‘ Kel/Desa: ............ tersessesinteninast srernes
| (I S teeeersrernons
. Kab ... ererenseseres
9. Lokasi - : s
Kel/Desa:..uueececcrennereenecereeeeennnenns
Kee  torriirreivieivcceeevveeennn
Kab :........... teeversesersonnnns
Takalar,.........................
Wajib Pajak/ Retribusi Petugas Pendsta
Kuasa
Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab, Takalar
Pangkat ; .................
. £ S,




“
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E. FORMULIR PENDATAAN PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Ji. Jendceral Sudirmgn No.20, Kalabbirang, Kec. Pattallasszng, Kabnpaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

. DAFTAR ISIAN
PENDATAAN AIR BAWAH TARAH ( ABT)
1. Nama Badan usaha A
2. Nama Pemilik D esaesen s
3NIK 7 e
4. EMail e neenaaes
5. Alanat Pemilik - 8 11 S U
Kel/ Desa: ooueievieicniiinninirecnieriierennenns
Kec e
6. NoTIp/HP i eevereneeeeess e
7. NamaPengelolapabrik .,
B. NIK e reareeeeeans
9. No.TIg/HP e e
10. Alamat Pengelola pabrik 1 reneraerrerenne
’ Kel/Desa:.......oueivecevriiicnnereemnnen.
. Kec i,
11, Alamat Pabrik Jdn:o i, veneens
' Kel/Desa:.......ccoovvvevrnnrerinrereerennnns
Kee oottt
Takalar.
Nama Pengusaha Petugas Pendata
Mengetahui,
Kepala Bapend:s Kb, Takalar
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F. FORMULIR PENDATAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
1L Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615
— —
DAFTAR ISIAN
PENDATAAN TAMBANG GALIAN GOL.C
1. Nama Badan usaha §errrennrnrteesraante s s saraarane
2. NamaPemilik Dt es e s e nae s
3NIK e
4. EMail e
3. Alamat P2milik Tz i
Rel/Desa i cucvuevuvrnnceenvrnneeerennnnrerinnns
Kee o
. NoTip THP e

6

7. Nema Pengelola Tainbang
8 Nk

9. No. TP

10. Alamat Peugelola Tambang Jo:

.........................................

........................................

.........................................

.......................................

Kel/Desa: ..ovvrucriveerrvaereirireernennns
" Kee e resrsssssrinns

11. Alamat Tambang I,
' Kel/Desa:..oovivieeiiorenineie oo,
Kec @i,

12. Luas Tambang .

Takalar,
Naraa Pengusaha Petugas Pendata
‘Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar

-----------------------------
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G. FORMULIR PENDATAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

‘BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
I. Nama Pemilik D eecseeseererenrsenennsenrassannrerens
2. Alamat Pemiilik 1 R PP )
- Kel/DeSa: ccccerervnrenenrensroresossnnennarnne
Kec  facvicncensnnnneencianene
3. NoTIp/HP . o rerrerenrereereeetensrenaanes
4. Alamatusaha 11 T OO
Kel/ Desa: ......ccvveeeerennicervncsnenannsacens
Kec L eriseerreeianntssnnrinsnsonraasassasss
5. Nama " ( Penanggung jawab ) reeeereitetietsseteressrestrossesaanes
6. Nik  ee—nrreeesseecsene
T. No.TIZHP e reseesseserssesaes
8. Alamat D OO
Kel/Desa: ccuverreeneareeeemrnvennereeceenennenns
Kee  iiiniiicincecrennererarannannn,
Kab .o,
9. Luus Bangunun Deenieeenes Mx .ovveres.. M
10.Nomos IMB v v eenaen
I1. Tahun pembangunan i e ceee s
Takalar,
Pemilik Petugas Pendata
Mengetalwi,
Kepalu Bapenda Kab. Takular
Pangkal : ............. -

Nip. coevvveeencrrsnreinnre
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H. FORMULIR PENDATAAN PAJAK REKLAME

" PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
- BADAN PENDAPATAN DAERAH
Il Jend. Sudirman No. 26
FORMULIR
PENDATAAN PAJAK REXLAME
1. Nama wajib pajak s S S
2. NIX B e e e ek e e g A ST
3. E.Mai: L P
4 NPWP - e
5. No. Tign 3 R
6. Alamat Rumah JIAS - oo voncannain ssininisnisiisesisssis
KB IICRH 1 ciiiiiiiiininminnmmnrs e rsmnnenensnanen
Kol  uuicsisiaisesesssetvim ssiisisg
Kab
7. NamaPemsahoan! 0 L ¥ iinsiiiesssieseviesisebevessiiiii
8. Alumat Perusshaan 217, e S R
| B R
b S
Eab
9. Bidang Usaba e
10. Alamat Pemasangan A1 Lo R B
Kel/Dean & uouvinmivimmsimesariisssnitionm
L
: L
11, Ukuran Reklame SovimesceM Xosvion s ME G caiavinis Sisi
12.Jenis Reklame e
13. Naskah e
14. Periode Pemasangan .
Takalar, «.ovveveniininineninnannn,
Petugas Peudata Wajib Pajak
Kuasa
Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar
Pangklt
NP s
Paraf Koorainasi
BAPENDA ~ Paraf/ tanggal
/!
1 | SEKDA }‘L
L]
2 | ASISTEN- | \ < /
3KA "~
. BADAN ks P
i YELAHM
- - Dikoreksi /

5 [4] [ oy ra

Pt ey

)
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 203y

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI UNTUK
OBJEK PAJAK EK’I‘OR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

'

Kelas Pengelomppkana Nilai Jual Bumi - Nilai Jual Objek Pa,]a.k

- {(Rp/MZ) Bumi(Rp/M?)
001 | >67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 68.545.000,00
002 | >65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 66.255.000,00
003 | >62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 64.000.000,00
004 | >60.700.000,00 s/d ©62.890.000,00 61.795.000,00
005 | >58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 59.625.000,00
006 | >56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00
007 | >54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.405.000,00
008 | >52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 53.355.000,00
009 | >50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00
010 | >48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00
011 >46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00
012 | >44.620.060,00 s/d 46.490.000,00 45.555.000,00
013 | >42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 43.705.000,00
014 | >41.000.000,00 s/d 42.790.000,00 41.895.000,00
015 | >39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 40.125.000,00
016 | >37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 38.395.000,00
017 | >35.870.000,00 s/d 37.540.000,00 36.705.000,00
018 | >34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 35.055.000,00
019 | >32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00
020 | >31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00
021 | >29.590.000,00 s/d 31.100.000.00 30.345.000,00
022 | > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 28.855.000,00
023 | > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 27.405.000,00
024 | > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 25.995.000,00
025 | > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 24.625.000,00
Q26 | > 22.640.000,0¢ s/d 23.950.000,00 23.295.000,00
627 | >21.370.000,00 s/d 22.640.000,00 22.005.000,00
028 | >20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 20.755.000,00
029 | »18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 19.545.000,00
030 | >17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 18.375.000,00
a3l | >16.690.00Q0,00 8/d 17.800.000,00 17.245.00Q0,Q0
032 | >15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 16.155.000,00
033 | > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105,000,00
034 | >13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00
035 | = 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00
036 | > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00
037 | > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 11.305.000,00
038 | > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00
039

_>9.250.000,008/d 10.040.000,00

9.645.000,00




- 69 -

->8.500.000,00 s/d 9.250.000,00

040 8.875.000,00

‘ 041 | >7.790.000,00 s/d 8.500.000,00 8.145.000,00
042 >7.120.000,00 s/d7.790.000,00 7.455.000,00

043 | >6.490.000,00 s/d 7.120.000.00 6.805.000,00

044 | >5.900.000,00 s/d 6.420.000,00 6.195.000,00

045 | >5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 5.625.000,00

046 | > 4.340.000,00 s/d 5.250.000,00 5.095.000,00

047 | > 4.370.000;00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00

048 | >3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 4.155.000,00

043 | >3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 3.745.000,00
050 |  >3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 3.375.000,00
051 | >2.0060.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00°

052 >2.850.000,00s/d 3.000.000,00 2.925.000,00

053 | >2.708.000,00 s/d 2.850.000.00 2.779.000,00

054 | >2.573.000,00 5/& 2.708.000,00 2.640.000,00

055 | >2.444.000,00 s/d 2.573.000,00 2.508.0C0,00

056 | >2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 2.352.000,00

057 | >2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 2.176.000,00

058 | > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00

059 | >1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00

060 | > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722.000,00

061 | >1.490.000,00s/d 1.655.000,00 1.573.000,00.

062 | > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00

' 063 | > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00
064 | > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 I1.147.000,00

. 065 >977.000,00 s/d 1.086.000,00 1.032.000,00
066 > 855.000,00 s/d $77.000,00 916.000,00

067 > 748.000,00 s/d 855.000,00 802.000,00

068 >655.000,00 s/d 748.000,00 702.000,00

069 >578.000,00 s/d 655.000,00 614.000,00

070 >501.000,00 s/d 573.000,00 537.000,00

| 071 > 426.000,00 s/d 501.000,00 464.000,00
072 >362.000.00 s/d 426.000,00 394.000,00

073 >308.000,00 s/d 362.000.00 335.000,00

074 >262.000,00 s/d 308.000,00 285.000,00

075 >223.000,00 s/d 262.000,00 243.000,00

| 076 > 178.000,00 s/d 223.000.00 200.000,00
g 077 > 142.000,00 s/d 178.000,00 160.000,00
: 078 >114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00
079 >91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00

080 >73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00

081 >55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00

082 >41.000,00 s/d 55.000,00 48.000,00

[ 083 _> 31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00

[ 08% >23.000,00 s/d 31.000,00 27.000,00

085 _> 17.000,00 s/d 23.000,00 20.000,00

086 _>12.000,00 s/d 17.000,00 14.000,00

087 >8.400,00 s/d 12.000,00 10.000,00

088 >5.900,00 s/d 8.400,00 7.150,00

089 > 4.100,00 s/d 5.900,00 5.000,00

090 > 2.900,00 s/d 4. 100,00 3.500,00

091 >2.000,00 s/d 2.900,00 2.450,00

. (092

> 1.400.00 s/d 2.000,00

1.700,00
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093 > 1.050,00 s/d 1.400,00 1.200,00
094 >760,00 s/d. 1.050,00 910,00
095 > 550,00 s/d 760,00 660,00
| 096 ___>410,00 s/d 550,00 480,00
| Q97 ____»310,00s/d 410,00 350,00
098 > 240,00 s/d 310,00 270,00
099 >170,00 s/d 240,00 200,00
100 | £170,00 140,00
TAKALAR,
—— \
Paraf Koordinasi
[ BAPENDA Paraf/ tanggal
1 | SEKDA 3 D HASBI
-2 | ASISTEN: \
|
3 | KA.BADAN | |

S AR W AR IR AR ORI W TR

TELAH

Cileeyratesi / ditelif olah

| Kobo
| Hoku b
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN &o0aYy
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN
UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Ki Pengelompokan Nilai Jual Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan
as (Rp/M?) (Rp/M?)
001 >14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00
| 002 [ >13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 14.150.000,00
003 >12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 12.075.000,00
004 > 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00 12.050.000,00
005 >10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00
__006 | >9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 | 10.150.000,00
007 >8.850.000,00 s/d 9.700.000,00 9.275.000,00
003 >8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 8.450.000,00
009 >7.300.000.00 s/d 8.050.000,00 7.675.000,00
010 >6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 6.950.000,00
- 01t | >5.850.000,00 s/d 6.600.600,00 | 6.225.000,00
012 | >5.150.000,00 s/d 5.850.000,00 5.500.000,00
013 >4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 4.825.000,0C
014 >3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 4.200.000,00
015 >3.350.000,0C s/d 3.900.000,00 3.625.000,00
016 | >2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 3.100.000,00
017 >2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 2.625.000,00
018 >2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 2.200.000,00
019 >1.666.000,00 5/d 2.000.000,00 1.833.000,00
L 020 | > 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 | 1.516.000,00
021 >1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 1.200.000,00
022 >902.000,00 s/d 1.034.000,00 968.000,00
023 >744.000,00 s/d 902.000,00 823.000,00
024 >656.000,00's/d 744.000,00 700.000,00
025 >534.000,00 5/d 656.000,00 595.900,00
026 >476.000,00 s/d 534.000,00 505.000,00
027 >382.009,00 s/d 476.000,00 429.000,00
028 > 348.000,00 s/d 382.600,00 365.000,00
029 >272.000,00 s,/d 348.000,00 310.000,00
030 > 256.000,00 s/d 272.000,00° 264.000,00
031 >194.000,00 s/d 256.000,00 225.000,00
032 > 188.000,00 s/d 194.000,00 191.000,00
033 >136.000,00 s/d 188.000,00 162.000,00
34 | >128.000,00 s/d 136.000,00 132.000,00
035 - > 104.000,00 s/d 128.000,00 116.000,00
036 >92.000,00 s/d 104.000,00 98.000,00
037 >74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00




- 1

038

>6£.000,00 s/d 74.000,00

71.000,00

039

>52.000,00 s/d 68.000,00

60.000,00

040

50.000,00

<52.000,00

Paraf Koordinasi

BAPENDA Paraf/ tanggal

SEKDA i %:

*
- ASISTEN \

KA.BADAN | ° -

T

T A
Dikoreksi ¢ d%eliti oweh

Koboy
e

ta nggut
! wr“wé

&

95- 171 tp
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMCR %6 TAHUN &034
TENTANG '
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SKPD

A. SKPD PAJAK AIR TANAH

PEMEL.  RTWS KABUPATEN TAKALAR
8 Noaor s
BADAN PENDAPAYAN DASRAH TIRAT KETETAPAN

. . ! FAJAK DARHAR Foricde 1
JALAN JUND.. SUDIRMAH MO. 26 TAXALAR (SXPRD) Tanggal 1
&-Madl: a1 X oom Tahus 3

INFORMASY PEMILIK/PRLGRLOJA

Nema Pencelola
Alamat Pangelolo

INFOIMASI BADAH UUAHA/MEPK/EOKPORAST

NPWPD :
MoeD s
Cbjek Pajck H
Jenls Pajak : 06 - PAJAK AIR TAMAH
Alsmat Uasha H
Mtc..’angnn

DASAR EUXUM : PERATURAN OABRAH KAB. TAKALAR HOMUR 01 TANGSAL 09 JANUARY 2026

No. | Kode Reksaing .. Jeals Pajak Jumlahb

1. 4.1.01.14.37 06 = IAJAX ATR TANAH
PEPATURAN DAERAH KAP. TAKALAR NOMOR 01 TANGGA- 09 JAKUARL <024
MASA PROAK :

RO: 20t =

Junlsh Ketatapsn P'okok Pajak

Denda

Jumlah Keselvruhan

HALAE A

bangan Huruf

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan pady Bendahavawan Khusus Peperir.; BADAN PENDAPATAN ODAERAH, Bank Pembangunan
Da:rah/Pemagan 8 Dasrsh atau Kantor ros & Giro

9 K; - .
2. furet kotetapan sﬁ: dinyatakan LUNAS jika te'ah disahken/validasi Kaa Rogistor atau cap/tanda tangan pojabat Bank,
Kantor I'os yang boncn.’;nq’.

3. ;oflaubnt Y daci 1 batas peny an tara’nlr dikenakan Sanksi Adninistrasi berupa lunga schesar 1\ Per
3dan.
TAKALAR, 17 Desexber 2024
RIPALA BAPRNDA KAB, TAKALAR,
RBUSD1., 9.Soa. M.85%
angkat: rombina Utama Muda
NIP t 19731.2202000031009
Gunting di sini
TANDA TERIMA
Nama s Nowor :
NPWPD:
Alamat
Subjek Pajak B . TAKALAR, o eeernd e
Yang Mencrima
: Hilai Pajok

Deagou Hunai  : LT LI, Feteg Pajak
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B. SKPD PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR i
EADAN PENDAPATAW DAERAH e
r JALAT JEND. SUDIRMAM EO. 26 TAKATAIL Iangqal £
E-Mail: bapendatakslardgua:l.com Tahun

SURAT KETETAPAN PiwWAK DAERRH
( SKFD )
PAJAK REKLAME

THFORMASI PEMLLIK/PENGELOLA

Nama Pergelola 2]
Al mat Pengelola &

TNFORMASI BADAN USAHA SRR/ CONPORIS T

WPWiD
xoen
Janis Pajak -3
Juaul Reklame >
Alamat Usabu
feriode Pemasangan
Heterangan

DASAR HUKUM :

Y. Knde Fekening Jenis Fajak Jumlah
L. RIVLAVE PRVAN DAN SEJENISNYA
C kusan 3 Bp.
fiilatl Objek raitax 1 Rp.
Pilai Xelas Utawa A: Rp.
fNilai & rategis 5 Rp.
Jumlah Rp .
Deada Ry
Junlah Kenelurauan Rp .

Dargan Huray o

FIRHATIAN:

1. Haray penye::ran dilakukan poda Esncanarawan bhunus Fenarinn Badan Eeadapatan Daesrah, Bank Fiymbanyunar
Lawrah/Pemegany Koo Davzen nLay Kuntor Pos & Girc.

2. Sura: ketecapan ina dinystakan LUNAS ks telah disazhkan/validasi K
Kanzor Poe yang berwenang.

3. Terlnmbat menystor diri cungqad
berluku.

1® Regirter atac cap/-anda tangan pajabat dank,

bazax jwnystoian terakhiz aikenalun denda sesuai dengan Peraturan daezuh yarg

TAKALAR,
BAPENDA XAB. TAKALIR,

TANDA TERIMA

Noowor
Nawza 3 NZHEPD H
flawat H
CAKALAR, L....) P e e Mesivaina

Sublek Pajuk
Hilal 7ajak
Dengan Hurce

l Yaty Menwcolim

Mijib FPajak Petuges Pajek

Paraf Koordinasi '?E

BAPENDA | Paraf/ tanggal |

SEKDA

| ASISTEN ‘% ’
)

. KA. BADAN

- R S AT S T S 0

TY A

kL
— 7 E Dikorabsi . “ehil olah

B e o T £ AR LTSS

F"";,: EF L ds B 1
]

%@Qkuﬁl f g
Tanggol }30'17/—303‘1:

£
: T

C R e e TS () A e )
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN &oay
TENTANG

KETENTUAN UI;EUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SPPT

; \.:URAT PEMBERITAHUAN PAJAI" TERUTANG aKUn:
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERUEbAAN DAN PERKOTAAN

T

CLETAK OBJEKPAJAK ]-,;f;‘ ‘ NAM\DANALAMAT\"-MIBPAJAK :

i Eo s WL e MR Tt e
éff __OBJSKPAJAK | USS(M2) | KELAS U NJOFPERM2 (Rp} . .| TOTAL NJOP (Rp)

=

r

iy

ussxsf

A T T AR, SRR
R T T By

s
,g

Ak fd’ﬁ’g’«m., »@WWMm ¥

D~lepma :g_l
: Tgridg,‘l_’ayuan’ =15

; :"Kecamatan Gl
' _Desa!Kelurahan

SPPT Tahun/Rp.

Nama Terang -

Paraf Koordinasi

BAPENDA | Paraff tanggat

1 | SEKDA \ &
2 | ASISTEN \_ 7

g \ L m»mm' o
'3 | KA.BADAN. | \ J -

Oilepratesi / o ““’“3_”_

¥

£

g it v -
g;..,...... -

jrg:
} +
ﬂtufﬂ \

g oo ;
i %mnggm‘ '57o~\~"«.963‘f_
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR %6 TAHUN &aoay
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

‘BENTUK SSPD

A. BENTUK SSPD PBB-P2

S a;umlarh Rp

Tnnq;;al Jacuﬁ Tnm
arg; hmus dlba /ar

Lembar 1: Unik Vg P~
<

dllakuka T Dada bulan ka (se ela‘ (8 tanggal jawh te

lermasuk n;landa) j:kn perr‘\bayaran
2 :

Tanggal Pambuayaran:
. Jumlah Yang dibayvar

KXt A
LT £ ‘ra;iri'\a
LB an

s%ank.ﬂ:os

Tempat Pembayaian :

Flam s Wajits Pajalc

Telah mer.crima pernbayunan F'BB—F"’ h.[ ! S dari:

‘~etzk Objek *a‘ok : Kecamatanr
: Dese / Kel

NOP :

Sejumioh : Rp

Tanggal am 'uiyaran

4 (P
<Jumilah yang dihayar : Rp.

Tanda Terima

—' ¥

X an
X Lembel 2 - untuk, af:mclaharu Penerima 3 3 Cap Bank/Pos

: Tanggel Pe r‘r\bnyal‘t "

T T T T T e e Tanda Torimn
Cdumian yang dibayur : Re. L ]

g v e

L Na e Wallb' Pejalk
¥ ,‘Lmak Objek Pa ak

e Nc.P

Lembar & @ untuk ladu.n !‘—"unda\patnn Daeara

n
Cap Bank/Pon

| Telah menanma parnbayaran F‘BE-I‘"Z Th I B ldnrl-

i 'Eajurnleh F"D

]

Tanggal Fembayaran:. = .

Jumlah yang dibuyar ¢ Rp.L

‘Terima

x P 7 - e ]
g T L} Cap Bank/Pos
¥ ~l.-mbar 41 untuk Bank' Penwrima Pembay::ran 3 ¢ i P




= T =

B. BENTUK SSPD BPHTB

SURAT SETORAN PAIAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANEZH DAN BANGUNAN
{ SSPD-BPHTB )

Lembar1
Untuk Vajib Pajak

BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHULN OBJEK PAJAK
PAJAK EUMI D/AN BANGUNAN (SPOP P8B)

|_BAD AN PENDAPATAN DAERAH KAZUPATEN TAKALAR

PERHATIAM : Bacalah setunjuk pengisian pada alzeman belakang lembar ini terlebih dabulu

15.Jenis pe: olehan hak atas tanuh dan alau panguran .

16.Nomor Leitifikat :

r—‘ I 14. Harga transaksi/nila) pasar

A. 1.Nama Najib Paiak o7 10 ] (2 O R ) )l s | ! I I O e P Y (5 I M U
2. NPWP 5  ESE i S T S ) A [ 15 o
3. Alamat Wajib Pajak : .
\ 4, Kelurahan / Desa 5. RT/RW: 6. Kecamatan :
7. Kabupiten / Kota
8. 1.Nomar ObjekPajokivoripes: [CT T [ L [ 1 ] T I T T 1T T T T T T T 1T T T TT11]
2. Lletak tansh atau banpunrm 2
3 Kelurahan / Desa : 4. RT/EW:
5. Ke . matan; €. kabupaten:
~ Penghitungan NIOT PRE -,
; Lucs 1IOP PBB/n '
3 g T B ke 81 3l B0 A g Py, ke D berradarkan $2PT PR e ik o phroleian i Tabi ) ) Luzs x NIOR °B8/m*
‘lanah (Bumi) 7 9| 11 [
Bangunan 8 m] 12
i ; WIOP PBB | 13

Fo___ 1]

C. PENGAITUNGAN BPHTB (Hanva ilsi be-dasarkan penghitungan W ijib Pajak)

1. Nilal Peroiehan Cbjel. Pajak (NPOP) memperhati'an nilai pada B. 13 dan B. 14

2. Niiai Perolehan Objek Pajok Tida' Kena Pa,ak 'NPOFTKP}

3. Nilai Perclehan Objek Pajak ({1POPKF)

e 4_,B_e£ Perolehian Hrk atas Tanal dan Bangunan yang sedang terhitung

D. Jumlah Setaraa becdasarkan
E} a. Penghitur.gan Wajib Fajak

b.5TPD BPHTB/ SKPNB KLR/ NG BAYAR/.SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN )

(.

D c.Pengurana dihitung sendid menjadi «

[ e e N0 Ve

Nemor @

% berdasarkan Perat yran Bupati No. :

Tanggal :

JUMLAH YANG DISFTOR {dengan angka) :
I 1
. J

(Berd'asarkan neaghitung 1 C.4 dan pilihon di ()

(c.egan hurufy

TN
-
-

4%

...... Tgl. ..

? Mengetahu,
WAL PAIAK fPENYETOR '}

Notans / PPAT

Uirerima Oleh ;
TJempat Fembayaran BPHTB

o
Telah Divalidasi
BAPENDA Kab. Takalar

Thama berg 2 dan tanda tangsn

{Namwa lengkao dan tanda tanganj

[War 1 It ngkap & in tanda Langan)

{Nama lengkap dan tanda tangan)

Nemcr Dogumen

53T 0 O 0 Y i D

1 ELE]

" Hur ¢a dilsi oleh

e s

Rabog
- Pk

e SAPEROA NOP PBB Baru 6 i ) 4 ) e |
Paraf Koordinasi

BAPENDA |  Paraf/tanggat
ll SEKDA _ ﬁ
| 2 | ASISTEN . !

K Yo o _ 1

3| KA BADAN | d’ 0 e g i

1 ‘. vae

Dilcgwrakei / Aali oleh
e / ctrality e

it

¥

—
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 3¢ TAHUN 2.0&Y
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SPTPD

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SFTPD).
ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Nemer T
. PENERINTAE KABUPATEN TAKALARR AR taGax 1
. BADAN PENDAPATAN DAERAA Tangpas
. Saln Jecderal Ioilrsan . 26 Tekela:z
2-Mail: Pepeclatacsasartgnail . ons Tanun Paye s 3
Kaepadn ¢
SPTPD
. 1th. Kepala Badan Vendaparan Daszah
(3URAY PIMBERITAHUAN PAJAK DAKRAB) ai,-
PATAR Pontorxan Takalar
'
FELIR/P A
Nana Pesgelols LI
Alamat Pongalola
NADAN USAMA/: n
1 veweo '
Ybjek Pajekx Lt
Jenis Pajak t
Alavat. Usaha ‘s v
Keterangun [
DAFAR &GRRE 1 PERATUAA 35 ENWM M8, TAFALAR HOWCR 35 1:3GGAL 09 JAYUART 29.4
A. nmtmwxa:m/momlmm
a. Pendapatan K.
b. Service Rp.
¢+ Daver Pengencar Pa‘a’: ({231 Rp.
d. Pajak erucarg (0% x PR e
¢, Pajak Kureng atau’ iablh Baysx R
£, Banks!{ Idmindatzual R
9. Juloh Pajok yauy diboyur Rp.
. Duza Pendukung Lapizan *)
1. Surat Se:cran Palik Daersh (33PD) Ada/Ticak Ma
2. Rekapizulasi Panyialan/Cmzet Ada/Tidak Ada
3. Rezipitulass Pengavnean Bon/Bill ¢s.da’/Tid vk Ade
4. Jur luh Herxian ! Ada/Tidak Ady
B. DILSI OLRY PEKLUGAS PIDUATANS DAPRNDA
. Rekening Dusax Peayennan & Tasif ajak Tezutang Yasbulatan Jualab Dikayes (Bp)
1 fet0ni1a031 R | ic byse 0,00 Ro.
i Botel ) ' Jumleb Paje):
{ Dengan Huru: s i
C. PRRIYATAAN
Dengan menyadari uponubi:n akar 3egala akirat terraouk sanksi~oankoi sesuai dengan kateatuan Herundang-undangan y'anq
verlaky, says atau sa,e 'ﬁ.um bezd kursa menystakan apa yang  telah kami be.itahukantersebut di utas beseria < anpiran-|
! lampizunnya adalah banar, langkap.
VETUGAS PLJAL fPnezira & Fombuar I2TPD)
[ Parekaman tanagel 1 .. - TAKALAR,
Tanda tangen 1
CDINK AT
PR R g
ure 1 f
———
1.
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JASA PERHOTELAN

B. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

'vmm UVABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERNH

Jalan Soaderal Sudirman No. 26 Takalar
Ball; DagendatakalazCgmail.:om

Hozor H
Rass Pa)ak
tTanggal :

Trhun Fatak

Kegaadda ¢
+ SPTPD Yth. Fepala Badan Pendwatan Daerih
(SUI\™ PEMBERIYAHUAN PAJAK DAERAH) o, -
PAJAK Hotel Takalar
IHFORMASL PRMILIK/VRNGELOLA
Bame Pengriola "
Alana~ Pengeisla H
INTORMAST BADAN USAHA/MNFRN/KORPORASI
Ni'WPD B '
Objek Peiek H
Jonis Pajak B
hlamac Usaha :
Ko e ranga: 1
DASAR BUKIM § PHRATCAAY DAEIAH 1AB. TAKALAY RONCR 01 TANGGAL €9 JANUARD 262¢
A. DIIST OLLH WAJID PAJAX / DRNANGGUNG PAJIK PATA TAMGGAIL
&. Pondapatan Rp.
b, Serv.ce . sp.
<. Dasar faougenaasa Prjak (UPP) Rp.
d. Fajuk Terutang (lo&;a. oPR) Rp.
©. Pajak Kurang atau _gbif bafnx .
f. Sanksl Adwmin.~trasi R R
g. imiah 2ajek ying dibayar p.
h. Laza Pendiking Lapiran *}
1. Surat Sotorun aitk Daarah (38pD) Ada/Tidax Ade
2. Rekepitulasi Penjvalan/Cuzor Ada/Tidak Ada
i. Rekapitulast Rerijunaan Ben/Bi1l Ada/Ti iak Ade
4+ Jumlan Hovian Ada/Tidak Ais
B. DIISI OLEH PLTUGAS PENDATAAN BAPENDA
Bo, Rekening . Fasar Fengenasn & Tari? Pajak Texutang Pezbulatan Jumlaly Dibayax (Bp)
1 4.2.01.24.:% R, ' 10 ¢ Rp. 2,00 Rp .
Hotel ' Jualah Pejak  Rp.
Dongan Huguf;
C. PERNYATARN
Longan menyidari sopor:hnya akan sejola akikat terrasuk suinksi-:anksi sesual d ke perundang-urdang yang

bo;lnku. saya atau suys yeng bori kiasa menyatatan apa yan

lempirannya adalah kenar, lenghap.

PETUGAS 2AJAK (Punurima # Zembuac SPUR)

Pere iaman tenggel :

81w s

_—

g telah kom! beritahukantersebut di atas oceserta lampizan-

TAKALAR,

Tanda tangen :

OBJER PAJAN




w
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PARKIR

>. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) JASA

PEMERINTAH KABUPATEH TAKALAP.
LADAN PENDAPATAN DAERLH

daves H

¥isx Paja¥

1ingqal :
Calaz Jenderd. $udizrman No. 26 Takalap 99
3 bapendatakalazégmeil . com Taaur Pads: ¢
Hepata ¢
SPTPD .
Yth. Kapala Badan Pendspatan Daarsh
(SURRT PEMBERITAHUAN TMAJAK DAERAH) a, =
- T
PAJAK Parkixr lar
TRFORAST PEMILIK/PENCEIGLA
Nama Pengeic e :
Rlanat Pengelola H
INFORWASI BAJAN USALA/NTRK/KGRPORASI
NPKPO B
Obiek Pajak H
Jeniy Pajek t
Alewat Usaha * :
Kezerengan H
DASAR SUKUM : PIRA'JRAH. :w.sum KA. TAKALAR NOHOM 01 TANGGAL €3 JANVART 20.4
‘| A. DIISI CLRE WAJIB PAJAR / PENANGGUNG PAJAK PADA TANGGAL
8. Pendapatan ' : Rp.
. Service e p.
c. Dasar Pengona:n Pajak (DPR) Rp.
d. Pajak Teru*ang (13" ;. UPP) Rp.
© Pajak Kureng eteu Lokih Bayez Rp.
+ Sankal Admintstransi Rp.
g. Jurlalb Paiak ycnqld;;:.r,‘cz Rp.
h. Nate Pondukung Tapiraa %)
1. Sazat Setosan Paja: danrah (SSPU) Ada/Tidak Ada
2. Rekapitulasi Par jralan/Oove: +da/Tisak Ada
3. hokapitilasi Feny:aan Boa/Biil Afasiiiak Rd:
4. Jumlah Harian Ada/Tidaxk Ada
E. DITS1 NLBH PETUGAS ENDATAAN BAPENDA
So. Rskening Pasar Pengennan & Tarif I Pujek T g Pezbulat. Jumlah Dibayar (Rp)
[ PRI ™ [ 10 ¢ - 0,60 -
: Noral Juslah Pajak Pp
NDengen Huruf:
C: PERNYATAAN
Dangar meryadari sapenihnya akan ‘Ssgala acibat termasuk saaksi-sanksi sesuai o ke perund -undengan  yang

bevlasu, sayas ¢tau asoy: yang bari kuass nyatakan apa yang teiah Kkemy beritahukan tarsebut ‘di atas beserta lampizan-

larpicannya adalsh beni:, lungkap.

i

PETUGAS PAJAK (Pinerina & Pombuat SPTED) ‘
Perokaman tonggii : j

NIP 1

i

TAMALAR,
Tarda tangan 3
CBITX PAIAK

—rveensceeonean
—————
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D. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

JASA KESENIAN DAN HIBURAN

| visor i

PEMEFINTAH KAEUPATHEN TAKLLAR Ma a Tejak s
BADAN PPMDAPATAN DAERAH Tiaggal .
Jalan Jendagel Sudiiman B0. 26 Takel. 2
-Mall: bapeada ~con Tadus buja% 3
.- Hepadd
SETPD Ych, Kepala Badap Pandapatan Dasrah
(STURAT PRMBERITAHUAN PAJAK DLAERAH) aL, - .
.. PARJIMK Hiburan Takalar. :
INFORNAST PEMILI K/ PENGELOLA. .
Nama Pongulols 3 N
Algnst Pengelola ] s
IHTORMASI BADAN USAVA/MEIRK/F:ORPORBAST )
KEUPD 3
Cbjek Pajak 3
Jenis Pajak 3 N
Alamat Usahe H
Ketarangan :
UASAR KUKCH : PERATURAL DAERAH LAE. TAKALAR KOMOR Ol TANGGAL U3 JAWUARL 2026
TR
M. DIISI OLEM WAJIB PAJAK / VRRANGGUNG PAJAK PADR TANGGAL
4. Pandapatan ' Rps
b. 3ezvice .
c. {a2var Pengenaar Fajax: (NPP) Rp.
d. Tajak Tazutang (ivy x DPP) AP
¢. Pajak .lurang atau Leois Beyar Rg.
f. 8anka! Rdministrass - Rp.
g. Jumlah Pajak yang d;;m;.«r Rp.
h. Dits Peanduaung . Lapaizan *)
L. 8urit Soioran Pajak “ac:ah (SSPD; Ada/Tidok Ada
2. Rekapitulasi enjaalan/Omzet Ada/Tidak Ada
3. ReXopttulas: kengjuacan 3¢r/Bill ‘Ade,Tidak ada
4. Junlal. Her:an dde/Tidax Ada
B. DIISXI OLEH PETUGAS PESNDATAAR BAPENDA
No.. Rekening l T Basaxr Pangenaan & Taxif Fajek Tsrateng Peabulatan Jumlah Dibayar (Rp)
1 oty @t [ 134 - 9,00 -
Satel Jumlah Pajsk .
i CLergen Huzult

C. PERNYATAAN

Dongan su.nyadari s3penunays :ken oogala akibet tormasuk sanksi-sanksi sosual dongan ketantuan perundang-undangan yang
berlaku, saye atau sz yang bers Xusaa meryactalan a4 yang telah kawi beardtahukanterasbut di atas beserta lamairan-
lampi zan: ya adalah 'oenz;,: letigkap.

2

PETUSAS PAJAK (Pineriza & Pesbuat SETPIN

Parokamar tanjgsl :

TAKALAR,
Tandu tongan 2
OBIER PAJAX

ne b !
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E. BENTUK SURAT PEMEERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
MBLB

PEMERINTAH KABUPATEN TAXALAR e
BAUAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN JFND. SUDIRMAN NO. 26 TAKALAR
WA: -
E-Hril: bapendatakilar@gmail.ccn
'

SPTPD Kepada : Yth
(SURAT PEMBURITAHUAN PAJAK DAERAH) Kepala Bada.n Pendapatan Daerah
PAJAK MIKERAL BUKAN LOGAM DPN BATUAN Di- TAKALAR

INFORMASI PeMILIK/PRNGEICLA

Mama Pergelola
Alamat Pencelela

INFORMAST BADAN USAIA/MERK/XORVMORAST

NEWEPD

Ob’ek Pajak 3

Jenis Pajak : Minerba
Alamat Usaha :
Keterangan

DASAR HUKUM :

A. PERHITUNGAN PAJAK

Minerba
No. Rekening’ Uraian olume (Ton/mi) Harga Dasar| Tarif (%) Jumlah
1 MINERAL i M3|Rp. 25 3% Rp.
BUKAN LOGAM
SR PAI_SZAUAN L

B. DIISI OLEN PETUGAS FENDATAAN BAPENDA

No. Rekening ’ Uraian Pajak Terutung Pembulatan Jumlah Dibayar
1 Mirera’ Bukan Logam dan Batuan Rp. Re . Bp .
| Minerba Jumlah Pajak Rp.

Lenjen Huruf:

=

C. PERNYATAAN

Lengan menyadari serenuhnyi ehaa secila akibat termasuk sanksi-<anksi sesual cencan ketentuan

Perundang-undancan yang herlaku, saya atav saya yang beri kuaua menyatakan apa yang telah kami

beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-larpirannya adalah berir, lengkap.

— _— TAKELAR,
’-P'-"l JGAS TAJAK (Pererisa & Pesbuar SFTFD)

Tanca Langan :
Fercxaoan Langgal

Jabazan :

Paraf Koordinasi

BARENDA : Paraf/ tanggal
1 | SEKDA \
2 | ASISTEN \
-3 | KAEADAN | | // ‘ e 0 o 5,

] 4 D ! D "l.. A H
1 i E(er@ i / ._.‘!;-_.:_ \.i.
g__ ksh 4 eliti aleh
F Wy - .




———

'

-83-

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN &o2y
TENTANG

KETENTUAN UMUM: DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

EENTUK SKPDKE DAN SKPDKBT

A. BENTUK SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BADAN PENMDAPATAN DAERAH
Ji. Jend. Sudirman N2. 26 Takalar

E-Mall : bapendatakalar@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

. Nomor : Tahun:
Masa Pajak H
Numa Wajib Pajak
Alamat
NPWPD
Nama Uszha
Alamat Usaha
Tangga! Jatuh Tempo
tHomor Nota Perhitungan
Keterangan
1. Berdasarkan Peszturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telak dilakukan penteriksaan atau keterangan lain atas
pelak;anaan kewafiban: -
| No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Terhutang (Rp)
Rp -} R
s Jumiah] Rp -| Rp

11, Darl pemieriksian atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yaug masth harus dibayar adalah sebagal
berikut:
1. Dasar Pengenaan Rp -
2. Pajek yang terhutang . - Rp N
3. Kredit Pajak . ’
8, Kompensast kelebihan darl tahun sehelumnya Rp -
b. Setoran yang difakukan Rp -
¢ Lainin p -
d. Jumiah yang dapat dikreditkan (a + b + ¢) Rp .
4. Jumizh kekurangan pembayaran pokok pajak ( 2 - 3d ) Rp -
5. Sanksl Adminiswast _
a. Burga - Rp . -
b. Kenaikan Rp -
€. Jumlah Sanksl Adininistratit (a + b )
6. Jumlah yaag masih harus dioayar

Cengan Huruf : i

BERHATIAN ;

1. Harap penyetoran disskukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima BADAN PENDAPATAN DAERAH, Bank
Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau I{antor Pos & Glro.

2, Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat wakty paling lama 30 hari sejak SKPDKB tni diterima
dikenakan Sanksi Administrasl berupa Sunga sebesar 1,8% per bulan,

Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan
Penandatangan

Nama Jabatan Penandaiangan .
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan) ’

e,



- Bt

B. BENTUK SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Jend. Sudirman No. 26 Takalar
E-Mail : bapendztakelar@gmail.com

Nomo-~
Masa Pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Tahun :

Nzma Wajib Pajak
Alamat

NPWPD

Nama Usahe

Alamat Usaha

Tanggal Jatuh Tempo
Nomor Nota Perhitungan
Keterangan

pelaksanaan kewajibzn :

I. Berdasarkan Peraturan Pemerintai Nomor 33 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Terhutang (Rp)
Rp -| Rp
Jumlah} Rp -| Rp

berikut :

II. Dari pemeriksaan atau keterangen lain tersebut diatas, perhitungan jumlsh yang masih harus dibayar adalah sebagai

Pembangunzn Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos & Girc.

ditenakan Sanksi Admin.strasi berupa Bunga sebesar 1% per bulan.

1. Dasar Pengenaan Rp
2. Pajak yanqg terhu:ang:} Rp
3. Kredit Pajak :
a.  Kompensasi Ldlebihan dari tahun sebelumnya Rp -
b. Setoran yang dilakukan Rp -
¢ Lain-lain Rp -
d. Jumlah yaug dapat dikreditkan {a + b + ¢ ) Rp
4. Jumlah kekurangen pembayaran pokok pajak ( 2 - 3d ) Rp
Sanksi Administrasi
a, Bunga Rp -
b. Kenaikan Rp -
¢ Jumlah Sanksi Administratf (a + b ) Rp
| 6. Jumlkih yang masih harus dibayar Rp
Cengan Huruf :
BERHAVIAN ;

L Harap penyetorar dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima BADAN PENDAPATAN DAERAH, Bank

2. Apabila SKPDIBT ini tid:k atau kurang dibayar setelah lewat waxktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan Penandatangan

Nam. -
NIP. (NIP Jabatan Penandatangar:)

)

Paraf Koordinasi
BAPENDA |  Paraf/ tarpgat
: Vi
1 | SEKDA - %’,’
) \
2 | ASISTEN : \ i
[N st
3L KALBADAN. | Y /i/ l'
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 326 TAHUN auay
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

L BENTUK SKPDLB DAN SKPDN

A." BENTUK SKPDLB

; PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

L Jenderal Sudirman Na.26, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
B-Mail : bapendataitalar@gmailcom

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
( SKPDLB )

Nama Wajib Pajak
.Alamat

N =

NPWPD

NOPD

Jenis Pajak

Nama Objek Pajak
Alarrat Objek Pajuk

8. Masa Pajak

9. Tahun Pajak

10. Jatuh Tempo Peinbayaran

W

o o

-t

PERHITUNGAN PAJAIK

Rekening Pzjok o | DasarPengenasn Pajak Besar Pokok Pajak
1 2 3 4
%|{ Rp Rp
a. Jumdah Pokok Pajak Rp
b. Jumiah Km_’n‘ir/?uzak Telah Dibayar
c. Juralah Kelapiian Membayar Pokok Pajak (b--a) Rp
TOMBUANG : ..o.o.ceolvnniineeirecarses v sresns s ese s seeses s e soesssee e sese s e PO
PERHATIAN :
" Apabila keleblhan pembayaran poknk pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati
tanggal L » maka Wajlh Pajak berhak atas bunga sebesar 0,6% psr bulan,
Takaler, .....ccceeeereennnn. ceesrosennes
an. KEPALA PADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. TAKALAR, .

.......................................

Formuliy ini bukan sarana untak
anclakukan pembayarun Pajak Daeruh,

.......................................
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B. BENTUK SKPDN

. PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
ek BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 26 Takalar
E-Mail : bapendatakalar@qgmeil.com
- SURAT KETETAPAN PAYAK DAERAH NIHIL

Nomor s Tahun :
Masa Pajak

Nzma Wajib Pajak
Alamat
NPWPD

Nama Usaha
Alamat Usahe

Tanggal Jatuh Tempo
Nemor Nota  Perhitungan
Keterangan

L. Berdacakan Peraturan Pemerintah Nomar 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanazn kewajiban :

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp){  Pajak Terhutang (Rp)
Rp -| Rp i
Jumiah| Rp -| Rp 3

11, Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungar jumlah yang masiti harus dibayar adalah sebagai
berikut : .
L. Dasar Pengenaan Rp -
2. Pajak yang terhutang Rp 1
3. Kredit Pajak

2. Kompensasi kelebihan dari talun sebelumnya Rp =

b. Sstoran yang dilakukan Rp -

¢ Lain-lain Rp -

d. Jumlch yarg capat dikeditkan (a +b + ¢ ) Rp 3
4. Jumlah yang masih harus dibayar Rp >

Dengan Huruf :
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penardatangan

Nama Jabatan Pepandatangan
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)

Paraf l?oordinasi

BAPENDA . Paraff tanggat

1 | SEkDA /7.7

_ i ﬂ/

2 | ASISTEN /
= \ /- == . AT TR A SRR, TREEALINT AN TR R N A e,
3. | KALBADAN [ } ‘ 1 TELAM
{ Gikor-* ¢/ el slabh

Hukur,

Tang: ! |[%6- \2_963 1



